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MOTTO 
 
Bismillahirrohmanirrohiim 
 
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa 
dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah :155) 
 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah 
keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’du : 11)   
 
 “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, 
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 
keluar dan memberinya rizqi dari arah yang 
tiada disangka-sangka” 
(QS. Ath-Tholaaq)  
 
Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, 
Jangan melihat apa yang telah dia raih, 
Lihatlah apa yang telah dia lakukan untuk 
menggapai cita-citanya 
(Kahlil Gibran) 
 
Tidak Ada Kasih Sayang Yang Abadi, Kecuali 
Kasih Sayang Allah Dan Kedua Orang Tua 
(Penulis) 
 
Patuhilah Dan Sayangilah Kedua Orang Tuamu Karena Ridha 
Mereka Merupakan Ridha Allah Juga 
(Penulis) 
 
“Ya Allah, tidak ada kemudahan selain apa yang 
Engkau jadikan mudah, dan jika Engkau 
menghendaki, Engkau dapat menjadikan perkara 
yang sulit menjadi mudah” 
PERSEMBAHAN 
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Karya yang jauh dari kata sempurna ini, 
Penulis persembahkan untuk : 
 
Dzat yang Maha Besar, Allah SWT, tempat kumempercayakan 
segalanya 
Subhaanallaah Wal Hamdulillaah Wa Laa Ilaa Ha Illallaah 
Wallahu Akbar 
 
Pemimpin dunia akhiratku, Rasulullah SAW, 
yang telah menunjukkan jalan terang yang sebenarnya 
Asyhadu An Laa Ilaaha Illaallaah Wa Asyhadu Anna 
Muhammadar Rasuulullaah  
 
Ibuku  dan Almarhum Bapakku yang tercinta, yang selalu menyayangiku 
dengan tulus, menjagaku, memotivasiku, dan memberikan yang terbaik 
untukku. 
 Semoga kasih Allah SWT senantiasa tercurah atas mereka berdua. 
Amin. 
 
Saudara-saudaraku tersayang, Mbak Tina, Mas Fauzi dan Mbak Vita 
yang selalu memotivasi diriku dan Nabila yang meramaikan hari-hariku 
dengan canda 
Kalian adalah anugerah terindah yang kumiliki.  
 
Mas Arief yang senantiasa ihklas menungguku dan membantuku. 
 
Semua anak didikku, kalian merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai 
harganya, yang menjadikan ilmuku dan waktuku menjadi sangat 
bermanfaat. 
 
Semua sahabatku, kalian mengganti sepi menjadi ceria, yang memberi 
pengalaman menjadi ilmu. 
 
Segenap Civitas Akademika FH UNS Tercinta 
Viva Justisia 
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 Bismillahirrohmanirrohiim  
 
Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: 
“PELAKSANAAN AKAD  MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN 
PEMBELIAN RUMAH (PPR) DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR 
CABANG SOLO”. 
 Penulisan hukum ini mengangkat sebuah permasalahan mengenai 
pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dalam produk Pembiayaan Pembelian 
Rumah (PPR) pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.  Kita ketahui 
bahwa kebutuhan masyarakat terhadap properti tidak pernah surut, sehingga 
menjadi peluang yang sangat besar bagi perbankan syariah dalam menjawab 
kebutuhan pasar yang mayoritas beragama Islam dalam hal Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR). 
Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan akad pembiayaan 
Murabahah dalam produk Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) pada Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dengan berpedoman pada Keputusan 
Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang akad tersebut, selain itu juga 
mengenai hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya hukum yang dilakukan 
oleh pihak bank apabila nasabah melakukan cidera janji.  Dengan penelitian ini 
diharapkan memberikan suatu sumbangan pemikiran untuk perkembangan 
ekonomi syariah di Indonesia khususnya dan dunia Islam pada umumnya. 
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa 
adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima 
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berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan hukum ini. 
3. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.   
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ABSTRAK 
 
Detty Kristiana Widayat, 2008. PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH 
DALAM PEMBIAYAAN PEMBELIAN RUMAH (PPR) DI BANK 
DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO. Fakultas hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi). 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai  
bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian 
Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, dalam hal 
kesesuaian pengaturan akad dengan pelaksanaannya di lapangan; selain itu 
juga mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan akad murabahah dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo berserta upaya penyelesaiannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskritif. 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data 
sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan 
data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik 
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan 
sebagainya.  Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model 
interaktif. 
Pelaksanaan Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo menggunakan akad murabahah berdasarkan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah.  Akad murabahah yang dimaksud adalah 
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih.  Segala hal terkait pedoman 
pelaksanaan Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) tertuang dalam surat 
perjanjian/akad yang ditandatangani oleh bank, nasabah dan saksi-saksi yang 
dilakukan dihadapan notaris. 
Hambatan yang sering muncul adalah adanya cidera janji.  Cidera janji 
yang dilakukan oleh nasabah pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang 
Solo terbilang kecil, cidera janji itu berupa keterlambatan pembayaran yang 
tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam hal keterlambatan 
pembayaran nasabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah yang 
terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi di luar kehendak 
nasabah (force majure) dan nasabah yang mampu namun menunda-nunda 
pembayaran. Upaya hukum pertama yang dilakukan oleh Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo dalam menyelesaikan perselisihan antara bank 
dan nasabah terkait perjanjian khususnya dalam hal keterlambatan 
pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (shulh/islah). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam memandang bahwa bumi ini dan segala isinya merupakan 
amanah dari Allah SWT kepada manusia.  Salah satu fungsi penciptaan 
manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, dimana manusia 
mengemban misi untuk menjaga dan melestarikannya.  Allah menciptakan 
segala apa yang ada di bumi ini adalah dipergunakan sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan ummat manusia, sedangkan manusia mempunyai peran untuk 
menjaga keseimbangan antara alam dan manusia.  Untuk mencapai tujuan 
yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia untuk berusaha sendirian 
tetapi Allah memberikan petunjuk untuk menuntun manusia dalam menapaki 
kehidupan fana di dunia  melalui para rasulNya.  Dalam petunjuk ini Allah 
memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlaq, 
maupun syari’ah.  
Aqidah dan Akhlaq sifatnya tetap dan tidak mengalami perubahan 
dengan berbedanya waktu dan tempat. Sedangkan syari’ah senantiasa 
mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban ummat, 
dimana seorang rasul tersebut diutus. 
Melihat hal ini syari’ah Islam sebagai suatu syari’at yang dibawa rasul 
terakhir mempunyai keunikan tersendiri, karena bersifat komprehensif 
universal. 
Komprehensif, berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik 
yang bersifat ritual maupun sosial (aqidah).  Ibadah diperlukan dengan tujuan 
untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya hubungan manusia dengan 
khaliqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai 
 xiii 
khalifah di muka bumi. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk 
menjadi rule of game dalam keberadaan manusia sebagai mahkluk sosial. 
Universal, bermakna ia dapat diterapkan setiap waktu dan tempat 
sampai hari akhir nanti.  Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama 
dalam bidang muamalah, dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak 
memberikan special treatment bagi muslim dan membedakan dari non-
muslim.  Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh 
sayyidina Ali, yang artinya “dalam bidang muamalah kewajiban mereka 
adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita” (Muhammad,  
2004:56). 
Syariah menurut Ahmad Sukardja sebagaimana dikutip oleh Gemala 
Dewi terbagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah.  Salah satu 
sistem dalam bidang muamalah adalah hukum.  Di lingkungan masyarakat 
Islam berlaku tiga kategori hukum, yaitu syariat, fiqih dan siyasah syar’iyah 
(Gemala Dewi, 2005:9).  
Syariat atau hukum syara’ adalah ketentuan Allah yang berkaitan 
dengan perbuatan subyek hukum, yaitu berupa melakukan suatu perbuatan, 
memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.  
Artinya, syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan rasul-Nya 
yang jelas terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. 
 Fiqih adalah hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dari 
dalil-dalilnya yang rinci (terutama ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist).  
Sedangkan siyasah syar’iyah adalah al qawanin yaitu peraturan Perundang-
undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang 
sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat (agama). Dalam lingkup 
siyasah syar’iyah secara garis besar dapat dibagi dalam beberapa bidang, yaitu 
bidang politik, sosial dan ekonomi. 
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Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dilihat bahwa ajaran Islam 
mencakup berbagai bidang kehidupan tanpa meninggalkan dimensi 
transcendental atau vertical.  Dimensi transcendental yang dikenal dengan 
hablum-mina-naas yang mengatur interaksi sosial diantara manusia.  
Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi vertical yang lebih dikenal dengan 
sebutan hablum-minallah yang merupakan pertanggungjawaban individu 
maupun kolektif kepada Allah.  Kedua dimensi ini mempengaruhi perilaku 
umat Islam dalam aktivitas sehari-hari. 
Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam 
masyarakat.  Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, 
untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan 
satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan 
hidupnya.  Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah  (Syafruddin dkk, 2006:137). 
Muamalah adalah tuntunan hidup manusia sebagai makhluk sosial 
yang berada ditengah-tengah masyarakat mempunyai dimensi yang sangat 
luas, disamping dimensi sosial manusia, termasuk aspek politik, budaya, aspek 
ekonomi (bisnis), perkawinan, pewarisan, dan hukum-hukum publik dan 
sebagainya.  Dalam lingkup kegiatan muamalat khususnya dari bidang 
ekonomi dapat diambil tiga turunan lagi yaitu konsumsi, simpanan, dan 
investasi. (Syarafuddin dkk, 2006:138).  Adapun kegiatan ekonomi dalam 
pandangan Islam mempunyai beberapa tujuan, yaitu: (Surahwadi K. Lubis, 
2000:3) 
1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana: 
2. Memenuhi kebutuhan keluarga; 
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang; 
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; 
5. Memberikakan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah. 
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Dalam konteks inilah keberadaan maupun kehadiran lembaga 
keuangan mutlak adanya.  Karena lembaga keuangan bertindak sebagai 
perantara antara unit supply dan unit demand (Warkum Sumitro, 1996:16).  
Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian sebuah negara tidak dapat 
dilepaskan dari lembaga keuangan karena lembaga ini mempunyai uang tunai 
yang dibutuhakan untuk mengembangkan suatu perekonomian suatu negara.  
Tanpa uang tunai perekonomian akan mengalami kemacetan. Saat ini ada dua 
jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan 
bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan 
bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat 
melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan 
bank ini adalah modal ventura, anjak piutang, dana pensiun, dan pegadaian.  
Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang 
bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke 
masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, 
baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di 
Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat 
konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional 
adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga 
(interest fee), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam 
pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. 
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 
dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan 
usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.  
Banyak perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan 
perbankan konvensional, antara lain dengan adanya fungsi pengawasan 
prinsip-prinsip syariah yang harus ada pada perbankan syariah.  Fungsi 
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pengawasan ini menjadi keharusan untuk menjaga agar praktek perbankan 
Islam yang dijalankan secara professional dan etis itu tidak melanggar  hukum 
Syariah.  Oleh karena itu, Bank Syariah harus senantiasa berpijak pada 
prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan segala aktifitasnya dan produk-
produknya, hal mendasar yang membedakan juga terletak pada pengembalian 
dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut 
kepada nasabah.  Bank Islam mendasarkan transaksinya pada bagi hasil (profit 
sharing), sehingga tidak ada istilah bunga dalam praktek Perbankan Islam.  
Demikian juga dalam tujuannya, berbeda dengan bank konvesional yang 
hanya mengutamakan fungsi komersil, yaitu mengutamakan keuntungan 
semata, Bank Syariah selain fungsi komersil lebih mengutamakan pada fungsi 
sosial dan kebersamaan (Syafruddin dkk, 2006:158). 
Keberadaan Bank Syariah tidak diragukan lagi menjadi keharusan, 
untuk mengatasi masalah mengenai adanya bunga, apalagi setelah Bank 
Syariah mampu membuktikan eksistensinya dalam dunia perbankan Indonesia 
pada masa dan setelah krisis moneter pada tahun 1998, serta untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang didasarkan atas konsep Islam dalam pengadaan 
transaksi dengan lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menepis praktek riba 
yang selama ini menjadi konsep dari bank konvensional. 
Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank 
konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi 
(intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan 
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang 
membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan 
salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank 
syariah.  
Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain 
adalah berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati (murabahah), pembelian barang yang diserahkan 
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di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (salam), 
pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati 
(istishna’), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan (ijarah), kerjasama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi 
pengelola (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musharakah), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk 
memenuhi kewajiban pihak kedua (kafalah), pengalihan hutang (hawalah), 
dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta 
kembali (qardh). 
Bentuk pembiayaan yang berdasarkan murabahah dapat dibagi lagi 
berdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu untuk 
pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, 
pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan, dsb.  
 Rumah merupakan salah satu kebutuhan utama yang didambakan 
setiap pasangan, rumah tempat berkumpul dan melakukan aktivitas keluarga 
terutama bagi pasangan yang menginginkan kebebasan privacy-nya tidak 
terganggu oleh keluarga lain. Rumah juga jadi simbol kemandirian satu 
keluarga pasangan muda, kecuali yang memang menikmati tinggal di pondok 
mertua indah, tinggal di rumah dinas, atau jadi kontraktor alias tukang 
kontrak. Selain itu ada beberapa orang yang menjadikan rumah sebagai aset 
untuk bisnis, jadi rumah bukan semata-mata sebagai tempat tinggal tapi rumah 
sebagai "produk" bisnis yang memberikan penghasilan rutin. Dari hal tersebut, 
maka dapat diketahui bahwa begitu pentingnya rumah.  Namun Kebutuhan 
akan perumahan ini seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki 
oleh konsumen yang mendambakan memiliki rumah sendiri. Sehingga 
pengembangan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pun dilirik sebagai 
alternatif utama pembiayaan perumahan. Dengan adanya bentuk pembiayaan 
murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah memberikan suatu 
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alternative bagi yang hanya berekonomi terbatas dan yang mempunyai 
idealisme melepaskan diri dari bunga bank. 
Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus 
menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling 
menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar 
dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan 
perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam 
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang 
berlandaskan pada nilai-nilai Islam.  
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo merupakan salah satu 
bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep murabahah dalam 
pembiayaan perumahan, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo memberikan pelayanan 
pembiayaan murabahah, yang salah satunya adalah pembiayaan pembelian 
rumah baik yang digunakan untuk keperluan konsumtif maupun untuk 
investasi. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo memberikan bantuan 
pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara angsuran dan mempunyai 
beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon 
debitur.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 
dalam rangka penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN AKAD 
MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBELIAN RUMAH (PPR) DI 
BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO”. 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 
penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian 
Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo? 
2. Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan akad murabahah dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo? 
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap hambatan-hambatan dalam 
akad murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo? 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan 
adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, 
maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan.  Berdasarkan masalah di 
atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif  
a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) pada bank syariah; 
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan akad murabahah 
dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) pada bank syariah;dan 
c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap hambatan-hambatan 
dalam akad murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) pada 
bank syariah. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
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b. Untuk menambah wacana dalam rangka mendukun pengembangan 
hukum ekonomi Islam, terutama mengenai perbankan Islam pada 
umumnya dan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada khususnya.  
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat 
diambil dari penelitian tersebut.  Adapun manfaat yang diharapkan penulis 
dari penelitian ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum pada umumnya khususnya hukum ekonomi Islam mengenai 
pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) pada lembaga keuangan syariah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti; 
b. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman 
mengenai pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian 
Rumah (PPR) pada lembaga keuangan;dan 
c. Memperkaya wacana dalam rangka pengembangan hukum ekonomi 
Islam. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada 
metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu 
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono 
Soekanto, 2006:43). 
Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang 
dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk 
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mengumpulkan, mengolah, dan manganalisis data dalam rangka menjawab 
masalah yang diteliti secara benar.  
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu 
suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasikan hukum yang terdapat 
dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetaui gejala-gejala lainnya 
(Soerjono Soekanto, 1986:10-15). 
Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan secara lengkap, 
obyektif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pelaksanaan akad 
murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) pada bank 
syariah. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang 
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 
terjadi.  Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat 
membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun 
teori baru (Soerjono Soekanto, 1986:10). 
3. Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah 
pendekatan kualitatif.  Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif 
adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan 
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juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh 
(Soerjono Soekanto, 1986:32). 
4. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian empiris sehingga penulis 
mengambil lokasi di Bank Danamon Syariah Cabang Solo dengan 
pertimbangan bahwa Bank Danamon Syariah Cabang Solo menyalurkan 
kepada salah satu produk perbankan Islam yaitu pembiayaan pembelian 
rumah dengan murabahah, karena walaupun transaksi ini telah manjadi 
bagian dari produk Bank Islam, belum semua perbankan Islam 
melaksanakannya.  Bank Danamon Syariah Cabang Solo dirasakan 
mampu memberikan kebutuhan akan data-data dan informasi terkait 
dengan permasalahan yang diteliti.  Selain itu penulis juga melakukan 
penelitian terhadap nasabah yang mengaplikasi produk perumahan syariah 
pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo untuk menggali data 
dan informasi dengan mengambil lokasi yang sama.  
5. Jenis Data 
 Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.  Data 
yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang 
diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder (Soerjono Soekanto, 
1986:51).  Adapun jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
a.  Data Primer 
Data Primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian di lapangan atau sumber pertama.  
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b.  Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data atau fakta yang digunakan oleh 
seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui studi 
kepustakaan, bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-
undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-
sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
6. Sumber Data 
 Dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yaitu data primer 
dan data sekunder.  Dalam penelitian ini menggunakan sumber data 
primer dan sumber data sekunder. 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
di lokasi penelitian.  Terkait dengan masalah yang diteliti, maka data 
primer diperoleh dari berbagai unit kerja di Bank Danamon Syariah 
Cabang Solo yang berkompeten dengan masalah yang diteliti, serta 
dari nasabah yang terkait dengan pelaksanaan akad murabahah dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) pada Bank Danamon Syariah 
kantor cabang Solo.   
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian 
ini meliputi: 
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini    
adalah: 
a) Al-Quran dan Al-Hadits; 
b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 
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c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad 
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang 
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; 
d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Murabahah; 
e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang  Uang Muka dalam 
Murabahah; 
f) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam  
Murabahah; 
g) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang  Sanksi atas Nasabah 
Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran; 
h) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan 
dalam Murabahah; 
i) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah. 
majalah, dan internet.  
7. Teknik  Pengumpulan Data 
Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 
maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: 
a. Wawancara mendalam (Indepth interviewing) 
Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak 
berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan 
berulang pada informan yang sama. Teknik ini akan dilakukan pada 
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semua informan.  Wawancara dilakukan dengan Ibu Retno Nugraheni 
pada bagian remedial Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. 
b. Dokumentasi 
 Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan 
data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. 
8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang 
sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban 
guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di 
atas. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif 
dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data 
dilakukan bersama denhan pengumpulan data, kemudian setelah data 
terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan 
dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali 
mengumpulkan data lapangan ( H.B. Sutopo, 1999 : 8 ). 
Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah: 
1) Reduksi Data  
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data 
fieldnote. 
2) Penyajian Data  
Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan 
kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi 
berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan 
kegiatan dan juga tabel. 
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3) Kesimpulan atau verifikasi 
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai 
hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-
peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi 
yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan 
yang diverifikasi 
Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model       
adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1.  Model analisis data penelitian hukum 
Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada 
waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan 
sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya 
peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan 
memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. 
Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen 
tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 
masalah yang diteliti. 
 
Pengumpulan Data 
Penarikan Kesimpulan 
Reduksi Data Penyajian Data 
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F. Sistematika Skripsi 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan 
umum tentang perikatan (akad), tinjauan umum tentang 
pembiayaan bank syariah, tinjauan umum tentang murabahah, 
tinjauan umum tentang perumahan syariah, tinjauan umum 
tentang wanprestasi, serta diuraikan juga mengenai kerangka 
pemikiran atau konsep.  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas sekaligus menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama 
mengenai pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan 
pembelian rumah di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, 
yang kedua mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan akad 
murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo beserta upaya 
penyelesaiannya. 
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang 
menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada 
pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Perikatan 
a. Pengertian Perikatan 
Dalam Hukum Islam, perjanjian dikenal denan istilah akad (al 
‘aqd) jamaknya al-‘uqud secara bahasa berarti ikatan, mengikat.  Maka 
akad juga diartikan dengan perikatan.  Menurut terminologi hukum 
Islam, akad dapat didefinisikan “pertalian antara ijab dan kabul yang 
dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap 
obyeknya” (Ghufron A.M, 2002:75-76). Ijab adalah pernyataan dari 
seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu.  Kabul adalah 
pernyataan seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau 
mengabulkan tawaran dari pihak pertama.  Apabila ijab dan kabul yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut saling bersesuaian dan 
berhubungan, maka terjadilah akad diantara mereka (Wirdyaningsih, 
2005 : 115). 
b. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam 
Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam, asas hukum 
perikatan Islam adalah sebagai berikut (Faturrahman Djamil, 2001 : 
249-251). 
1) Asas Ilahiyah 
Setiap tingkah laku manusia tidak akan pernah lepas dari 
pengawasan Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam firmannya 
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“Dia bersama kamu dimana saja kamu berada.  Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.  Al Hadid : 4). 
Kegiatan muamalah, termasuk perbuatan perikatan tidak 
akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, karena dengan 
demikian setiap manusia memiliki rasa tanggungjawab.  
Tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap 
pihak kedua, tanggungjawab masyarakat dan tanggungjawab 
terhadap Allah SWT.  Hal ini sangat penting agar manusia tidak 
dikuasai oleh nafsu untuk menguasai orang lain demi 
kepentingannya sendiri. 
2) Asas Kebebasan 
Islam memberikan kebebasan pada para pihak untuk 
melakukan perikatan, demikian pula mengenai bentuk dan isi 
perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, dan apabila telah 
disepakati maka perikatan tersebut bersifat mengikat para pihak 
yang menyepakatinya dengan memenuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak.  Namun, kebebasan ini tidak bersifat 
absolute, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka 
perikatan itu boleh dilaksanakan. 
Menurut Faturrahman Djamil “syariah Islam memberikan 
kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai 
dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya 
adalah ajaran agama”.  Kebolehan ini juga dapat dilihat dalam 
hadits Rasulullah “kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan 
urusan keduniaanmu”. 
Kaidah fiqih menyebutkan bahwa segala sesuatunya adalah 
boleh atau mubah sampai ada dasar hukum yang melarangnya, 
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ketentuan ini berlaku bagi hukum muamalah sebagaimana 
disebutkan dalam hadits nabi Muhammad SAW.  
“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan 
apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa 
yang didiamkan dimaafkan.  Maka, terimalah dari Allah 
pemaafan-Nya.  Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan 
sesuatupun” (HR.  AL-Bazar dan At-Thabrani). 
Setelah terjadinya kesepakatan para pihak, sangat 
ditekankan bagi para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya 
masing-masing pihak dalam perikatan, dasar hukumnya adalah 
“Hai orang-orang yang beriman!  Penuhilah akad-akad itu” (QS.  
Al-Maidah 5:1). 
3) Asas Persamaan atau Kesetaraan  
Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam 
melakukan suatu perikatan, dimana para pihak menentukan hak 
dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan 
atau kesetaraaan, tidak boleh ada kezaliman yang dilakukan dalam 
perikatan tersebut. 
Dalam al-Qur’an disebutkan “Hai manusia, sesunguhnya 
kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan besuku-
suku supaya kamu saling kenl-mengenal” (QS.  Al-Hujarat 49: 13). 
4) Asas Keadilan 
 Adil (Al-Adlu) merupakan salah satu sifat Allah SWT yang 
seringkali disebutkan dalam Al-Qur’an, Allah SWT seringkali 
menekankan kepada manusia untuk bersikap adil dalam melakukan 
perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat pada 
ketakwaan.  Disebutkan dalam firman-Nya ”Katakanlah: Tuhanku 
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menyuruh supaya berlaku adil” (QS. Al-A’raaf 7: 29) dan dalam 
QS. Al-Maidah 5: 8 disebutkan: 
 “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu 
jadi orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil.  Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
tidak berlaku adil.  Berlaku adillah, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa.  Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. 
 Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan 
antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, 
antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat yang satu 
dengan yang lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam.  
Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut 
untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan 
keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan 
memenuhi semua kewajibannya. 
5) Asas Kerelaan 
 QS.  An-Nisa 4: 29 menjelaskan “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka”.  Dapat disimpukan bahwa segala 
transaksi yang dilakukan haruslah dilakukan atas dasar suka sama 
suka (kerelaan) antara msing-masing pihak, tidak boleh ada 
tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement.  Jika hal tersebut 
tidak dipenuhi maka perikatan tersebut dapat dibatalakan karena 
dilakukan dengan cara yang batil.  Unsur sukarela ini menunjukkan 
keihklasan dan itikad baik dari para pihak. 
6) Asas Kejujuran dan Kebenaran 
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 Kejujuran merupakan hal yang harus ada dalam perikatan 
karena jika tidak diterapkan maka akan merusak legalitas 
perikatan, selain itu juga dapat menimbulkan perselisihan diantara 
para pihak.  Disebutkan dalam firman-Nya QS. Al-ahzab 33: 70 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, 
dan katakanlah perkataan yang benar”. 
 Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar jika memiliki 
kemanfaatan bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga 
bagi masyarakat dan lingkungannya, sedangkan perbuatan 
muamalat yang mendatangkan mudharat adalah dilarang. 
7) Asas Tertulis 
 QS.  Al-Baqarah 2 : 282-283, menyebutkan bahwa Allah 
SWT menganjurkan kepada manusia hendaklah suatu perikatan 
dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan 
tanggungjawab individu yang melakukan perikatan, dan yang 
menjadi saksi.  Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu 
perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang 
suatu benda sebagai jaminannya.  Adanya tulisan, saksi, dan/atau 
benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan 
tersebut.  
c. Rukun dan Syarat Perikatan Islam 
Pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perikatan dalam 
Islam sangat beragam.  Namun, sebagian ulama berpendapat, bahwa 
rukun dan syarat perikatan dalam Islam adalah sebagai berikut: 
1) Al 'aqidain (Subjek Perikatan) 
Subjek perikatan adalah para pihak yang melakukan akad 
sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan 
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kewajiban.  Ada dua bentuk subjek perikatan, yaitu manusia dan 
badan hukum. 
a) Manusia 
Dalam ketentuan Islam manusia yang sudah dapat 
dibebani hukum disebut mukallaf. Diterangkan dalam 
Ensiklopedia Hukum Islam bahwa orang mukallaf adalah orang 
yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang 
berhubungan dengan perintah Allah SWT, maupun 
larangannya.  Seluruh tindakan hukum orang mukallaf harus 
dipertanggungjawabkan.   
Syarat-syarat yang harus dipenuhi manusia untuk dapat 
menjadi subjek perikatan menurut Hamzah Ya'cub adalah 
sebagai berikut:  (Wirdyaningsih, 2005:121) 
(1) Aqil, yaitu orang yang harus berakal sehat. 
(2) Tamzyiz, yaitu orang yang dapat membedakan baik dan 
buruk. 
(3) Mukhtar, yaitu orang yang bebas dari paksaan. 
b) Badan Hukum 
Badan Hukum merupakan badan yang dianggap dapat 
bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-
kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau 
badan lain.  Dalam Islam Badan Hukum disebut sebagai al-
syirkah, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa (4):12 yang 
artinya ”Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu........”. 
2) Mahallul ‘aqd (Objek Perikatan) 
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Syarat-ayarat yang harus dipenuhi dalam objek perikatan 
adalah sebagai berikut: 
a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.  Objek 
suatu perikatan diisyaratkan telah ada ketika akad 
dilangsungkan.  Hal ini disebabkan bahwa, sebab hukum dan 
akibat akad tidak mungkin bergantung pada suatu yang belum 
ada.  Tetapi ada pengecualian pada akad-akad tertentu, seperti 
salam, istishna, dan musyaqoh yang objeknya diperkirakan 
akan ada dimasa yang akan datang.  Pengecualian ini 
didasarkan pada ihtishan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
dalam kegiatan muamalat.  
b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.  Objek perikatan 
adalah benda-benda, jasa-jasa yang dihalalkan oleh syariah 
untuk ditransaksikan. 
c) Objek akad harus jelas dan dikenali.  Harus diketahui dengan 
jelas oleh para pihak mengenai bentuk, keadaan, fungsinya. 
d) Objek akad dapat diserahterimakan. 
3) Maudhu' ul ‘aqd (Tujuan Perikatan) 
Maudhu' ul ‘aqd adalah tujuan dari perikatan yang 
dilakukan oleh para pihak.  Menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad dipandang syah dan 
mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut. 
a) Tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas 
pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 
b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya 
pelaksanaan akad. 
c) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syariah. 
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4) Sighat al-'aqd 
Sighat al-'aqd adalah berupa ijab dan kabul.  Para pihak 
yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut 
ini yang harus dipenuhi agar mempunyai akibat hukum. 
a) Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan 
itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. 
b) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. 
c) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan 
kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak 
terpaksa. 
Pelaksanaan ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak 
dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan.  Cara-cara 
ijab kabul yang teridentifikasi pada empat hal berikut ini: 
(Wirdyaningsih, 2005 : 125) 
a) Lisan 
Ijab kabul dilakukan dengan mengucap kehendak para pihak 
yang berhubungan dan bersesuaian antara yang satu dengan 
yang lain. 
b) Tulisan 
Para pihak membuat suatu tulisan yang menyatakan adanya 
suatu perikatan diantara mereka.  Hal ini biasa disebut surat 
perjanjian.  
c) Isyarat 
Suatu perikatan dapat pula dilakukan dengan isyarat.  Hal ini 
biasanya dilakukan oleh orang yang cacat. Isyarat dapat 
dilakukan jika para pihak memahami perikatan yang dilakukan. 
d) Perbuatan 
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Perbuatan untuk melakukan ijab dan kabul ini disebut dengan 
ta'athi atau mu'athah (saling memberi dan menerima) 
2. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Bank Syariah 
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 
pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 
merupakan deficit unit.  Landasan hukumnya adalah Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 Bab V Pasal 36 yaitu bank wajib 
menerapkan prinsip syariah dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam 
melakukan kegiatan usaha yang  meliputi penghimpunan dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Landasaan syariahnya 
terdapat dalam QS.  Annisa 4: 29 “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta seamamu dengan 
jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 
diantaramu”.  Selain itu dalam QS.  Al- Maidah 5: 1 “Hai orang-orang 
yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. 
Akad dalam fiqih Muamalat terbagi menjadi dua, yaitu : 
a. Akad Tabarru’ , yaitu akad yang bersifat non profit transaction dengan 
tujuan transakasi adalah tolong-menolong dan bukan keuntungan 
komersil, dimana pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta counter 
par-tnya untuk menutup sekedar biaya untuk melakukan akad tabarru’ 
dan tidak dapat berubah menjadi akad tijarah, kecuali ada persetujuan 
sebelumnya.  Contoh:  qardul hasan, hibah, shadaqah, waqaf, rahn, 
wakalah, kafalah. 
b. Akad Tijarah, yaitu akad yang bersifat profit transaction oriented 
dengan tujuan transaksi untuk mencari keuntungan yang bersifat 
komersil, akad tijarah dapat berubah menjadi akad tabarru’ dengan 
cara pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, dan 
para pihak mendapat bagi hasil dari natural certainty return dan 
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natural uncertainty return.  Contoh: murabahah, musyarakah, 
muthananqishah, mudharabah, bai’ as-Salam, bai’ al-Istisna, ijarah. 
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 
dua hal sebagai berikut (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001:160-161). 
a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 
peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun 
investasi; dan 
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan. 
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu: 
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 
kebutuhan: 
1) Peningkatan Produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 
produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 
mutu hasil produksi; dan 
2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 
suatu barang. 
b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan baran-barang 
modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya 
dengan itu. 
Pembiayaan terhadap hunian atau KPR syariah ini termasuk dalam 
pembiayaan konsumtif yang bersifat sekunder yaitu kebutuhan tambahan, 
yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah 
dari kebutuhan primer seperti makanan dan minuman, pakaian dan/atau 
perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa 
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jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan 
sebagainya. 
Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk 
pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan: (Muhammad syafi’I 
Antonio, 2001:168)  
a. Al-bai’ bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli 
dengan angsuran; 
b. Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik atau sewa-beli; 
c. Al-musyarakah muntanaqhishah atau decreasing participation, dimana 
secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya; 
d. Ar-rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa. 
Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk 
pemenuhan kebutuhan sekunder.  Adapun kebutuhan primer pada 
umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil.  Seorang 
yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir 
miskin.  Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat, sedekah, atau maksimal 
diberikan pinjaman kebajikan (al-qard al-hasan), yaitu pinjaman dengan 
kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun. 
Dalam perbankan syariah, jika seseorang ingin meminjam dana 
untuk memebeli barang tertentu, misalnya rumah, suka atau tudak suka ia 
harus melakukan jual-beli dengan bank syariah.  Disini bank syariah 
berlaku sebagai penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli, jika bank 
memberikan pinjaman (dalam pengertian bank konvensional) kepada 
nasabah untuk membeli barang-barang itu, bank tidak boleh mengambil 
keuntungan dari pinjaman itu, hal ini didasarkan hadits Nabi Saw yang 
mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah 
riba, dan para ulama sepakat bahwa riba itu haram, sehingga dalam 
perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan 
(financing).  Sehinga harus dilakukan jual beli, dimana bank syariah dapat 
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mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual, dan keuntungan dari 
jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. 
Pembiayaan dalam perbankan syariah mencakup beberapa macam 
sebagai berikut: (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: 171-174) 
a. Al-murabahah, yaitu adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati bersama. 
b. Bai’ as-salam (in front payment sale), yaitu pembelian barang yang 
diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dimuka. 
c. Bai’ al-istishna, yaitu kontrak perjualan antara pembeli dan pembuat 
barang, dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari 
pembeli.  Pembuat barang kemudian berusaha melalui orang lain untuk 
membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah 
disepakati dan menjualnya pada pembeli akhir. 
d. Al-mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana seluruh (100%) 
modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola.  
Keuntungan atas usaha bersama tersebut dibagi menurut kesepakatan 
yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian bukan akibat 
kelalaian mudharib akan ditanggung pemilik modal (shahibul mal). 
e. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu diaman masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana (atau amal/prestise) dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakatan. 
f. Musyarakah mutanaqishah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dan secara bertahap salah satu pihak 
(bank) menurunkan jumlah partisipasinya. 
g. Ijarah, bank syariah yang mengoperasikan ijarah dapat melakukan 
leasing, baik operasional lease maupan financial lease.  Akan tetapi 
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pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak melaksanakan 
financial lease with purchase option atau al-ijarah al-muntahia bit-
tamlik, yaitu akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan 
kepemilikan dari pihak bank kepada nsabah dengan cara hibah maupun 
janji untuk melakukan jual beli di akhir masa sewa. 
3. Tinjauan Umum tentang Murabahah 
a. Pengertian Murabahah 
Murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan di mana bank 
membiayai/memberikan talangan dana untuk pengadaan barang yang 
diperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati dengan 
sistem pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada 
waktu yang tertentu yang disepakati.  Margin keuntungan adalah 
selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan keuntungan 
bank.  Pembiayaan murabahah ini mirip dengan “kredit modal kerja” 
yang dikenal dalam produk bank konvensional, karena itu jangka 
waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun (Warkum Sumitro, 
1996:93). 
b. Landasan Hukum Islam tentang Murabahah 
1) QS. Al-Nisa’ (4): 29, “Hai orang yang beriman!  Janganlah kalian 
saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
sukarela di antaramu….” 
2) HR.  Ibnu Majah dari Shuhaib 
“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 
tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual.” 
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(Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 4/DSN-MUI/IVI/2000) 
 
c. Rukun Jual Beli Murabahah 
1) Penjual (Bai’); 
2) Pembeli (Musytari); 
3) Obyek/barang (Mabi‘); 
4) Harga (Tsaman);  
5) Ijab qabul (Sighat).  
d. Para Pihak 
1) Mudharib, yaitu adalah pihak yang membutuhkan dana. 
2) Shahibul Mal, yaitu pihak yang menyediakan dana. 
3) Supplier, yaitu penyedia produk yang dibutuhkan. 
e. Syarat Jual Beli Murabahah 
1) Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari 
suatu barang yang hendak dibeli; 
2) Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau 
tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan;  
3) Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang ribawi; 
4) Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli 
yang pertama itu mestilah sah menurut perundangan Islam.  
(Gemala Dewi, 2004:88-89). 
f. Ketentuan mengenai Murabahah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yaitu sebagai 
berikut: 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
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2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya.  Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara 
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
g. Skema Proses Murabahah 
                         1.  Negosiasi dan Persyaratan 
 
          
      2.  Akad Jual-beli 
  5. Terima barang  
  dan dokumen 
3.  Pembelian Barang 4. Pengiriman PRODUSEN 
BANK NASABAH 
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Bagan 2.  Skema Proses Murabahah 
4. Tinjauan Umum tentang Perumahan Syariah 
Kebutuhan masyarakat atas hunian dari tahun ketahun semakin 
meningkat, hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang 
semakin meningkat.  Demi menjawab hal tersebut, maka munculah KPR 
yang merupakan salah satu produk kepemilikan rumah yang 
dikembangkan oleh dunia perbankan di Indonesia.  Produk KPR pertama 
kali diperkenalakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.  yang 
menggunakan instrument bunga sebagai alat untuk memperoleh 
keuntungan dari produk yang ditawarkan tersebut. 
Saat ini banyak developer yang menawarkan perumahan  islami 
dan cukup menarik perhatian konsumen, dengan konsep hunian dilengkapi 
fasilitas tempat ibadah dan pendidikan sesuai dengan syariat menjadi 
idaman umat islam kelas menengah.  Proyek seperti ini tentu menjadi 
lahan bagi lembaga keuangan khususnya Lembaga Keuang Syariah.  
Developer butuh bank untuk membangun rumah, nasabah butuh bank 
untuk pembiayaan, dan bank sendiri butuh pasar, maka kesempatan seperti 
ini merupakan peluang emas bagi pihak perbankan syariah untuk dapat 
mengeluarkan produk perumahan syariah dengan menyesuaikannya 
dengan konsep syariah, baik mengenai akad-nya ataupun mekanisme 
transaksinya. 
KPR dan KPR Syariah yang ada pada bank konvensional maupun 
bank syariah memiliki perbedaan mendasar dari segi akad-nya.  KPR 
Konvensional menggunakan perjanjian kredit dengan cara kita meminjam 
uang untuk membeli atau membangun rumah untuk kemudian dibayar 
kembali ditambah dengan bunga.  Sedangkan KPR Syariah bisa 
menggunakan prinsip jual beli.  Bank syariah akan membelikan rumah dan 
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menjualnya kepada nasabah. Pada perbankan syariah tidak dikenal adanya 
sistem bunga maka jika terjadi keterlambatan pembayaran, nasabah tidak 
akan dijatuhi denda yang berdasarkan suku bunga.  Walaupun tingkat 
keterlambatan ini sangat kecil namun Dewan Syariah Nasional (DSN) 
telah mengantisipasi dengan menetapkan Fatwa DSN No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran kalaupun ada nasabah yang nakal menunda-nunda 
pembayaran padahal ia mampu.  
Dapat disimpulkan bahwa letak ketidaksesuaian apa yang 
dipraktekkan perbankan konvensional dengan konsep ekonomi syariah 
yang prinsip utamanya melarang keras praktek bunga bank.  Bunga yang 
dipraktekkan oleh perbankan konvensional merupakan riba yang ada 
dalam ajaran Islam, yaitu riba nasi’ah.  Pada dasarnya, model pinjam-
meminjam dengan memakai prinsip qard dibolehkan dalam ajaran Islam 
dengan catatan tanpa pungutan tambahan (ziyadah) dari yang pokok.  
Kalau masih ada tambahan berarti praktek tersebut sudah menyerupai riba 
yang diharamkan dalam ajaran Islam. 
KPR yang dikembangkan dalam perbankan syariah dimaknai 
sebagai kepemilikan rakyat yang mekanismenya berdasarkan pada akad 
jual beli (tabadulli).  Hubungan yang terjalin antara bank syariah dengan 
pihak nasabah yang mengambil produk KPR syariah adalah hubungan 
antara penjual (al-ba’iu) dan pembeli (musytariy).  Keuntungan bank 
syariah pada produk KPR Syariah ini dalam bentuk margin penjualan yang 
dikenakan kepada pihak nasabah atas kesepakatan bersama.  Tingkat 
margin yang ditetapkan oleh bank syariah menjadi obyek pembeda yang 
memungkinkan antar bank syariah melakukan kompetisi dalam 
menentukan tingkat marginnya.  Bisa jadi, satu bank syariah mengambil 
margin keuntungannya lebih rendah dibanding dengan tingkat margin 
yang ada pada bank syariah lainnya, atau jika memungkinkan bisa 
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kompetitif dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh perbankan 
konvensional. 
Bank syariah dalam menjual produk KPR Syariahnya, biasanya 
mengguankan fasilitas pembiayaan murabahah yang memungkinkan 
nasabah untuk membayar KPR Syariahnya secara angsuran.  Namun dapat 
juga digunakana akad yang lain selain murabahah yaitu murabahah wal 
ijarah, ba’i bithaman ajil, al-ijarah al-muntahia bit-tamlik, musyarakah 
mutanaqishah, musyarakah wal ijarah. 
 Besarnya margin yang diambil oleh bank syariah lebih banyak 
(lebih besar), jika dibandingkan dengan bunga yang digunakan oleh bank 
konvensional sangat memungkinkan, karena prinsip yang dipakai oleh 
bank syariah mengacu pada konsep jual beli yang memungkinkan 
mengambil keuntungan dalam batasan yang proporsional dan saling rela 
(an taradhin).  Terlihat bahwa bank syariah mempunyai mandat yang 
lebih luas dibanding dengan mandat yang dimiliki oleh bank konvensional.  
Sesuai peraturan yang ada, bank syariah diperbolehkan melakukan 
transaksi jual beli, sedang bank konvensional tidak diberi kewenangan 
untuk melakukan transaksi jual beli, hal ini sebagai konsekuensi dari 
pelaksanaan ayat al-Qur’an tentang penghalalan jual beli dan pengharaman 
riba. 
5. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi 
a. Wanprestasi 
Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda 
“wanpretatie” yang berarti prestasi buruk, sedangkan prestasi disini 
adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur/nasabah, 
dengan kata lain prestasi adalah suatu hal yang harus dilaksanakan 
debitur dalam suatu perjanjian dan debitur berkewajiban untuk 
melaksanakan suatu suatu hal tersebut sebagaimana yang telah 
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ditetapkan bersama dalam perjanjian.  Sehingga dapat dikatakan 
wanprestasi atau keliru atau terlambat melakukan prestasi.  
Wanprestasi dapat terjadi karena alpa, lalai, atau cidera janji.  
Wanprestasi berwujud empat macam, yaitu: (Linda Andriani, 2005:26) 
1) Pihak debitur/nasabah sama sekali tidak melakukan prestasi; 
2) Pihak debitur/nasabah terlambat dalam melakukan prestasi; 
3) Pihak debitur/nasabah salah atau keliru dalam melakukan prestasi; 
4) Pihak debitur/nasabah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 
tidak boleh. 
Atas kelalaian atau kealpaan si debitur tadi, maka sanksi yang 
dapat dikenakan terhadapnya adalah membayar kerugian kepada 
kreditur atau yang disebut dengan ganti rugi, pembatalan perjanjian, 
peralihan resiko atau membayar biaya perkara, bila sampai 
diperkarakan ke pengadilan (Soebekti, 1976:45). Karena wanprestasi 
mempunyai akibat yang penting, maka harus lebih dulu ditetapkan 
apakah seorang debitur atau nasabah melakukan wanprestasi atau lalai 
dan apabila hal itu disangkal, harus dibuktikan dimuka hakim.  Apabila 
perjanjian tidak dipenuhi karena wanprestasi, maka debitur dapat 
dituntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. 
b. Resiko 
Resiko adalah kewajiban memikul yang disebabkan karena 
suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.  Dari pengertian 
resiko tersebut bahwa persoalan resiko itu berpokok pangkal pada 
terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang 
mengadakan perjanjian, dengan kata lain berpokok pangkal pada 
kejadian dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. 
Sehingga resiko dapat dilaksanakan apabila tidak terpenuhinya 
suatu prestasi bukan karena kesalahan salah satu pihak tapi karena 
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suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan salah satu pihak 
tersebut tidak dapat disalahkan dengan kata lain pihak tersebut tidak 
dapat dikenakan sanksi. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 Bagan 3.  Kerangka Pemikiran 
Kekurangan Dana 
Lembaga Pembiayaan 
Konvensional 
Bank Syariah 
Syariah 
Lembaga Keuangan Bukan bank Lembaga Keuangan bank 
 
Perumahan Syariah 
Pelaksanaan akad murabahah 
Nasabah 
Hambatan dalam pelaksanaan 
Upaya Penyelesaian dalam Perbankan Syariah 
Kebutuhan Konsumen akan 
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Produk Bank Syariah 
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Sebagai salah satu kebutuhan utama manusia, sektor papan 
(perumahan) merupakan salah satu sektor bisnis menarik. Perkembangan 
manusia yang semakin bertambah menyebabkan semakin bertambahnya 
kebutuhan akan perumahan. Rumah merupakan kebutuhan primer bagi 
pemenuhan kesejahteraan manusia setelah sandang dan pangan. Namun 
demikian, ternyata kebutuhan akan perumahan ini seringkali terbentur pada 
minimnya dana yang dimiliki oleh konsumen yang mendambakan memiliki 
rumah sendiri. Alhasil, pengembangan melalui Kredit Perumahan Rakyat 
(KPR) pun dilirik sebagai alternatif utama pembiayaan perumahan.  
Dalam konteks inilah keberadaan maupun kehadiran lembaga 
keuangan sangat penting untuk berperan sebagai lembaga pembiayaan dalam 
mewujudkan harapan konsumen memiliki rumah.   
Prinsip syariah dalam pembiayaan Perumahan Rakyat hadir sebagai 
alternatif untuk menjawab keresahan masyarakat. Dengan menggunakan 
Pembiayaan Perumahan Rakyat Syariah, bank membeli rumah dari penjual 
atau pengembang. Harga beli itu kemudian dikonversi menjadi cicilan 
langsung sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama. Hal itu 
memungkinkan cicilan tidak dipengaruhi gonjang-ganjing suku bunga.  
Pembiayaaan Perumahan Rakyat Syariah  ini menggunakan akad 
Murabahah yaitu bank syariah membeli rumah pada developer secara tunai, 
kemudian bank syariah menjual kepada nasabah secara tangguh atau diangsur 
dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Bank sebagai penjual 
memberitahukan harga pokok rumah beserta keuntungan bank (margin). 
Penggunaan akad semacam itu bermanfaat bagi masyarakat yang 
membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasi secara 
sekaligus. 
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingin penulis 
ketahui  adalah bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.  
 l 
Selain itu, dalam pelaksanaannya upaya tersebut perlu diketahui apa saja 
hambatannya dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap hambatan tersebut. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
Sebelum memaparkan tentang pembahasan perumusan masalah, 
penulis terlebih dahulu akan mendeskripsikan terkait dengan lokasi 
penelitian.  Deskripsi lokasi penelitian ini penulis peroleh dari studi 
dokumen yang diberikan oleh Retno Nugraheni pada bagian remedial, 
pada tanggal 15 Maret 2008.   
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) didirikan pada 
tahun 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia.  Pada tahun 1976 
namanya menjadi Bank Danamon Indonesia hingga kini.  Bank Danamon 
menjadi bank devisa swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan 
Perseroan Terbuka pada tahun 1989. 
Pada tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter Asia, Bank 
Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan 
Penyehat Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO.  Pada tahun 
1999, Pemerintah Indonesia melalui BPPN merekapitalisasi Bank 
Danamon dengan obligasi pemerintah senilai Rp. 32 Triliun.  Saat itu juga, 
sebuah bank BTO dilebur ke Perseroan sebagai bagian dari program 
pembenahan di BPPN. 
Pada Tahun 2000, Delapan Bank BTO lainnya dilebur kedalam 
Bank Danamon.  Namun sebagai surviving entity, Bank Danamon bangkit 
menjadi salah satu pilar perbankan nasional. 
Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, Bank Danamon 
melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, sumber daya 
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manusia, organisasi, sistem, nilai perilaku serta identitas perusahaan.  
Upaya ini berhasil meletakan fondasi maupun prasarana baru bagi 
Perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan transparasi, 
responsibilitas, integritas dan profesionalisme (TRIP). 
Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh Konsorsium 
Asia Finance Indonesia sebagai pemegang saham pengendali.  Dengan 
kendali manajemen baru serta modal 180-hari pemetaan modal bisnis dan 
strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional 
yang dirancang untuk dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan 
pelaku regional unggulan. 
Kantor Cabang Solo merupakan perpanjangan dari Kantor Pusat 
Danamon, dimana Bank Danamon Syariah Cabang Solo pertama berdiri 
pada tanggal 17 Desember 2003.  Bank Danamon Syariah Cabang Solo 
telah mempunyai gedung sendiri yang terletak di komplek Ruko Beteng 
Plaza Blok C No.  4, Jalan Mayor Sunaryo Solo-Jawa Tengah, dimana 
pada kantor ini aktivitas  Bank Danamon Syariah Cabang Solo 
dilaksanakan hingga saat ini. 
 Struktur Organisasi Bank Danamon Syariah Cabang Solo  pada 
saat penelitian dilakukan, Bank Danamon Syariah Cabang Solo terbagi 
menjadi 2 (dua) bagian yaitu Business dan Operation. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi berikut.  
 
 
 
 
  
 
Bank Danamon Syariah 
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Bagan 4.  Struktur Organisasi Bank Danamon Syariah Cabang Solo 
Dalam penelitian pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR)  penulis melakukan wawancara  dengan Retno 
Nugraheni pada bagian remedial pada tanggal 15 Maret 2008.  Hasil 
wawancara tersebut adalah sebagai berikut. 
Pembiayaan murabahah sebagai salah satu transaksi pembiayaan 
yang dilakukan oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
merupakan pembiayaan yang dilakukan dalam hal jual beli barang yang 
didasarkan pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati 
para pihak. 
Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan di Bank 
Danamon Syariah Cabang Solo harus melalui beberapa tahapan untuk 
mendapatkan keputusan permohonan pembiayaan nasabah.  Adapun 
tahapan-tahapan terhadap usulan pembiayaan murabahah di Bank 
Danamon Syariah Cabang Solo, yaitu: 
Business Operation 
 
Customer 
Service 
Back Office 
 
Teller 
Service 
Unit 
 
Team 
Leader 
Funding 
 
Team 
Leader 
Financing 
 
Financing 
Support 
Administration 
(FSA) 
Marketing 
Financing 
 
Marketing 
Funding 
 
Legal 
 
Appraisal 
 
FCU 
 
Tickler 
 
Custody 
 
Remedial 
 
 liv 
a. Tahap Pertama 
Nasabah mengajukan usulan permohonan pembiayaan kepada 
sales financing dengan terlebih dahulu  meminta informasi kepada 
customer service Bank Danamon Syariah Cabang Solo ataupun bisa 
juga langsung kepada sales financing  dengan melengkapi berkas-
berkas administrasi kelengkapan data sesuai dengan yang ditentukan 
oleh bank, diantaranya yaitu mengenai kelengkapan administrasi 
identitas diri dan keterangan mengenai jenis usaha yang dimohonkan 
untuk memperoleh pembiayaan dari bank.  Kemudian sales financing 
melakukan survey keluar bagi nasabah yang mempunyai usaha.  
Apabila surat permohonan yang diajukan tersebut memenuhi standar 
kelayakan, maka bisa segera melakukan registrasi.  Pihak bank setelah 
itu juga melakukan BI checking untuk mengecek status pembiayaan 
nasabah di bank lain dan sales financing membuat usulan pembiayaan. 
b. Tahap Kedua 
Usulan pembiayaan tersebut lalu diperiksa dan diadili 
kelayakannya oleh bagian sales financing untuk diperiksa kelengkapan 
dokumen syarat pengajuan usulan oleh nasabah kepada bank syariah 
sebagai penyedia pembiayaan, selanjutnya sales financing membuat 
analisa keuangan atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh calon 
nasabah pengguna dana.  
c. Tahap Ketiga 
Bersamaan dengan itu, sales financing menyampaikan usulan 
pembiayaan yang diajukan nasabah kepada bagian support pembiayaan 
bank untuk diteliti dari segi keabsahan dokumen yang ada dan 
dilakukan analisa yuridis.  Apabila support pembiayaan menilai usulan 
pembiayaan tersebut tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan 
dokumen, maka akan dikembalikan kepada sales financing untuk 
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dimintakan kelengkapannya kepada nasabah.  Akan tetapi jika usulan 
pembiayaan tersebut memenuhi kelengkapan dan keabsahan data, 
maka selanjutnya bagian support pembiayaan bank dapat segera 
membuat analisis yuridis, laporan taksasi (penilaian agunan), dan 
laporan kelengkapan dokumen. Berdasarkan berkas-berkas yang 
disampaikan oleh nasabah kepada bank, maka dapat dinilai mengenai 
tingkat kelayakan usulan pembiayaan tersebut untuk dapat atau tidak 
dikabulkannya permohonan tersebut.  Hasil dari analisa dari bagian 
sales financing dan bagian support pembiayaan terhadap usulan 
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dapat diajukan kepada bagian 
komite pembiayaan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 
membuat keputusan permohonan pembiayaan. 
d. Tahap Keempat 
Hasil analisa keuangan dari sales financing serta analisa dari 
bagian support pembiayaan tersebut disampaikan kepada bagian 
komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan mengenai 
persetujuan atau penolakan atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh 
calon nasabah pengguna dana bank.  Komite pembiayaan mempunyai 
kewenangan untuk memberikan penilaian dan keputusan mengenai 
usulan pembiayaan yang diajukan nasabah, dengan memperhatikan 
hasil analisa dari sales financing dan support pembiayaan. 
e. Tahap Kelima 
Usulan pembiayaan medapatkan persetujuan dari komite 
pembiayaan, maka selanjutnya diberikan offering letter kepada 
nasabah untuk dibuat suatu kesepakatan antara pihak bank dengan 
nasabah.  Kemudian dilakukan penjadwalan untuk pengikatan dengan 
akta notaris, selanjutnya usulan pembiayaan dapat dicairkan dan 
digunakan oleh nasabah. Dalam hal pengadaan barang dapat dilakukan 
oleh bank dengan membeli rumah yang diinginkan dan sudah dipilih 
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oleh nasabah untuk kemudian nasabah membeli rumah tersebut kepada 
bank.   
Tahapan-tahapan tersebut di atas mensyaratkan bagi nasabah untuk 
melengkapi beberapa dokumen yang diminta oleh pihak bank, antara lain 
yaitu: 
a. Dokumen Pendahuluan 
Dokumen pendahuluan terbagi dua yaitu yang harus dilengkapi 
oleh nasabah dan yang dibuat oleh sales financing.  Nasabah harus 
melengkapi beberapa dokumen misalnya foto kopi KTP, foto kopi 
kartu keluarga, slip gaji asli,dsb. 
Untuk dokumen yang dibuat oleh sales financing antara lain 
formulir pengajuan pembiayaan murabahah, laporan kunjungan dan 
usulan pembiayaan. 
b. Dokumen Pokok 
Dokumen pokok yang digunakan dalam pembiayaan 
murabahah adalah akad murabahah. 
c. Dokumen Jaminan Pokok 
Termasuk di dalam dokumen jaminan utama adalah sertifikat 
rumah yang dijadikan obyek dari akad murabahah.  
d. Dokumen Jaminan Tambahan 
Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah apabila nilai 
jaminan pokok tidak mencukupi dari kebutuhan pembiayaan, maka 
bank boleh meminta jaminan selain jaminan pokok di atas, sehingga 
nilai jaminan tersebut dapat men-cover dari kebutuhan pembiayaan 
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yang diajukan nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat memberikan 
jaminan fixed asset yang biasanya berupa sertifikat. 
  Adapun yang menjadi jaminan utama dari pihak Bank Syariah 
dalam memberikan pembiayaan pembelian rumah adalah kepercayaan dari 
LKS (Bank Danamon Syariah Cabang Solo) kepada nasabah bahwa 
nasabah dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya.  Jadi 
dalam hal ini jaminan utamanya adalah kepercayaan yang diperoleh dari 
hasil survey serta analisis yang dilakukan bagian pembiayaan dalam 
prinsip 5 C, yaitu: 
a. Character ( karakter dari calon debitur); 
b. Capacity (kemampuan calon debitur); 
c. Capital (modal calon debitur); 
d. Collateral (agunan calon debitur); 
e. Condition of Economy (kondisi ekonomi calon debitur). 
Berbagai tahapan yang harus dilalui dan kelengkapan dokumen 
yang wajib dilengkapi oleh nasabah yang menggunakan produk 
pembiayaan murabahah, selain itu Bank Danamon Syariah Cabang Solo 
juga mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh para 
nasabah, yaitu: 
a. Syarat Umum 
Syarat ini merupakan ketentuan umum yang harus dipenuhi 
oleh nasabah yang ingin melakukan aplikasi Pembiayaan Pembelian 
Rumah (PPR), yang meliputi: 
1) Mengisi aplikasi permohonan; 
2) Foto kopi KTP yang masih berlaku suami-istri @ 1 lembar; 
3) Foto kopi kartu keluarga 1 lembar; 
4) Foto kopi surat nikah (bagi yang sudah menikah); 
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5) Foto kopi buku tabungan / rekening koran selama tiga bulan 
terakhir; 
6) Foto kopi NPWP pribadi (permohonan pembiayaan minimal      
Rp. 50 juta ke atas); 
7) Minimal telah bekerja (karyawan tetap). 
b. Syarat bagi pegawai 
Syarat ini berlaku bagi nasabah yang berstatus sebagai pegawai 
negeri sipil (PNS), yang meliputi: 
1) Foto kopi SK pengankatan awal dan akhir; 
2) Slip gaji asli; 
3) Surat keterangan asli dari atasan / pimpinan; 
4) Foto kopi kartu pegawai. 
c. Syarat bagi wiraswasta 
Syarat ini berlaku bagi nasabah yang berprofesi sebagai 
wiraswasta, meliputi: 
1) Foto kopi akte pendirian perusahaan; 
2) Foto kopi SIUP/HO/TDP/ ijin praktek untuk profesi (dokter, 
notaris); 
3) Foto kopi NPWP perusahaan; 
4) Laporan keuangan tiga bulan terakhir; 
5) Foto kopi rekening koran / tabungan enam bulan terakhir; 
Selain itu juga terdapat beberapa syarat yang ditentukan terkait 
dengan agunan, yaitu: 
a Surat keterangan harga jual dari penjual / developer; 
b Foto kopi sertifikat hak milik / SHG (rumah yang akan dibeli); 
c Foto kopi IMB (IPT atau bukti pengurusan); 
 lix
d Foto kopi PBB tahun terakhir. 
 Biaya yang harus dipersiapkan pada rekening (dana sudah tersedia) 
sebelum pencairan Pembiayaan pembelian rumah adalah: 
a. Administrasi 1 % dari pembiayaan; 
b. Notaris (legalisasi akad); 
c. Asuransi jiwa; 
d. Asuransi kebakaran;dan 
e. Pembukaan rekening minimum sebesar satu kali angsuran. 
Berikut beberapa ketentuan dalam akad murabahah Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) dari Bank Danamon Syariah Indonesia. 
a. Pokok-pokok Akad 
Pokok-pokok akad berisi kesepakatan antara bank dan nasabah 
bahwa bank dan nasabah telah mengikatkan diri satu terhadap yang 
lainnya.  Nasabah dapat memilih sendiri rumah yang dibutuhkan sesuai 
dengan keinginan.  Setelah bank menerima permohonan pembiayaan 
dari nasabah, bank membeli rumah tersebut atas nama bank sendiri.  
Disini bank bertindak sebagai penyedia dana dalam pembelian rumah. 
Bank kemudian menjual rumah tersebut kepada nasabah 
dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah dengan 
keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Nasabah selanjutnya 
melakukan pembayaran pembelian rumah secara bertahap dalam 
jangka waktu yang telah disepakati. 
 
 
b. Obyek akad 
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Obyek akad dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) dapat 
berupa: 
1) Tanah dan bangunan rumah; 
2) Tanah dan bangunan toko. 
c. Syarat Realisasi 
Dalam perjanjian disebutkan mengenai syarat-syarat realisasi 
obyek akad, yaitu: 
1) Menyerahkan kepada bank surat atau formulir permohonan 
pedanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta 
tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan 
perjanjian ini; 
2) Menyerahkan kepada bank semua dokumen, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan 
perjanjian ini; 
3) Menandatangani perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan 
yang dipersyaratkan; 
4) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan 
perjanjian; 
5) Menyerahkan kepada bank surat pengakuan utang sebagai surat 
sanggup untuk membayar lunas harga jual kepada bank. 
Bank kemudian wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada 
nasabah tanda bukti penerimaan setelah menerima penyerahan surat-
surat tersebut di atas dari nasabah. 
 
 
d. Jangka Waktu, Harga Jual, Cara Pembayaran dan Tempat pembayaran 
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Jangka waktu pembelian disepakati oleh para pihak yang akan 
berlangsung dalam hitungan bulan, misalnya 60 bulan (sama dengan 
jangka waktu 5 tahun) terhitung saat ditandatangani berita acara 
penyerahan obyek akad antara nasabah dan bank atau pihak yang 
ditunjuk oleh bank. Jangka waktu yang digunakan oleh Bank Danamon 
Syariah yaitu maksimal selama 15 tahun.  
Harga jual rumah dari bank merupakan hasil perhitungan dan 
kesepakatan antara bank dan calon nasabah.  Dalam hal ini bank 
membiayai sebagian harga pembelian. Pemberian pembiayaan oleh 
bank untuk pembelian rumah maksimal 80% dari harga rumah.  
Pembayaran harga rumah dilakukan secara angsuran sesuai dengan 
jangka waktu kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati.  
Angsuran pembiayaan pembelian rumah dilakukan selama periode 
akad dengan jumlah tetap setiap bulannya atau dengan kata lain 
dilakukan secara proporsional.  Apabila tanggal jatuh tempo atau saat 
pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja bank, maka nasabah 
berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran 
kepada bank pada hari sebelum tanggal jatuh tempo pembiayaan. 
Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh 
nasabah kepada bank dilakukan di Bank Danamon Syariah atau di 
Cabang Bank Danamon lainnya, atau dilakukan melalui rekening yang 
dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank. 
e. Pengakuan Hutang dan Penyerahan Angsuran 
Berkaitan dengan akad ini selama harga jual bank belum 
dilunasi oleh nasabah kepada bank, maka dengan ini nasabah mengaku 
berutang kepada bank sebagaimana bank menerima pengakuan utang 
tersebut dari nasabah sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar 
lunas oleh nasabah. 
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Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang 
sebagaimana dimaksud diatas tepat pada waktu yang telah disepakati 
oleh para pihak berdasar perjanjian ini, maka nasabah berjanji dan 
dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani 
pengikatan jaminan dan penyerahan barang jaminannya kepada bank 
sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu 
kesatuan yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini. 
f. Biaya lain-lain 
1) Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 
menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan 
pembuatan perjanjian ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya, 
sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah sebelum 
ditandatanganinya perjanjian ini, dan nasabah menyatakan 
persetujuannya. 
2) Dalam hal khususnya nasabah cidera janji tidak melakukan 
pembayaran/melunasi utangnya kepada bank, sehingga bank perlu 
menggunakan jasa penasehat hukum/kuasa untuk menagihnya, 
maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk 
membayar seluruh biaya jasa penasehat hukum, jasa penagihan dan 
jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah 
menurut hukum. 
g. Denda 
Nasabah yang terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang 
telah ditetapkan, maka bank berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat 
sebelum akad, membebankan dan nasabah setuju membayar denda 
(ta’dzir) atas keterlambatan pembayaran. 
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Dana dari denda yang diterima oleh bank akan diperuntukkan 
sebagai dana sosial atau untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini 
adalah masuk pada qardhul hasan. 
2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Akad Murabahah dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah 
Kantor Cabang Solo 
Pembahasan dalam sub bab ini, penulis dapatkan dari hasil 
wawancara dengan Retno Nugraheni (unit kerja remedial), pada tanggal 20 
Maret 2008.  Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 
akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo berdasarkan pada dokumen akad 
Murabahah antara lain adalah: 
a. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan 
kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal 
jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat 
Sanggup Membayar yang telah diserahkan nasabah kepada bank; 
b. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan atau disuruh masukkan ke 
dalam dokumen yang diserahkan oleh nasabah kepada bank 
sebagaimana dimaksud dalam pengakuan dan pembebasan bank dari 
tuntutan/gugatan pihak ketiga dalam perjanjian ini palsu, tidak sah, 
atau tidak benar; 
c. Apabila berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada saat akad 
ini ditandatangani atau diberlakukan dikemudian hari nasabah tidak 
dapat atau tidak berhak menjadi nasabah; 
d. Nasabah atau pihak ketiga telah memohon kepailitan kepada pihak 
bank; 
e. Apabila karena suatu sebab seluruh atau sebagian akta jaminan 
dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau 
badan arbitrase; 
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f. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili 
nasabah dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau 
dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak pidana 
yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau 
kurungan selama satu tahun atau lebih. 
3. Upaya Penyelesaian terhadap Hambatan-Hambatan dalam Akad 
Murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo 
Pembahasan dalam sub bab ini, penulis dapatkan dari hasil 
wawancara dengan Retno Nugraheni (unit kerja remedial), pada tanggal 
20 Maret 2008. Upaya yang dilakukan  Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian 
pembiayaan murabahah, antara lain : 
a. Antisipasi pada tahap pra pencairan pembiayaan murabahah dan pada 
tahap pasca pencairan pembiayaan murabahah, yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1) Pada tahap pra pencairan pembiayan murabahah 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo melakukan 
analisa terhadap calon nasabah baik itu melalui wawancara lisan 
maupun wawancara tertulis melalui pengisian formulir 
permohonan pembiayaan murabahah.  Tujuan dasar dari 
wawancara adalah : 
a) Menggali informasi mengenai calon nasabah terutama 
informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka 
memutuskan suatu permohonan pembiayaan murabahah. 
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b) Sebagai media untuk cross check dengan data yang 
disampaikan oleh calon nasabah pada aplikasi permohonan 
pembiayaan murabahah. 
c) Sebagai awal penilaian terhadap calon nasabah. 
Beberapa analisa tersebut menjadi dasar pertimbangan 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo untuk mencairkan 
dana pembiayaan murabahah kepada calon nasabahnya. 
2) Pada tahap pasca pencairan dana pembiayaan murabahah. 
Pada tahap ini  Bank Danamon Syariah Kantor Cabang 
Solo melakukan pengawasan terhadap pemberian dana pembiayaan 
murabahah yang telah dicairkan kepada nasabah.  Pengawasan ini 
salah satunya meliputi pengawasan terhadap keadaan angsuran 
dana pembiayaan murabahah.  
b. Mengatasi nasabah yang tidak beritikad baik dalam menyelesaikan 
kewajibannya. 
Sering dijumpai kendala dimana nasabah yang tidak beritikad 
baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Hal demikian 
mengakibatkan jalinan komunikasi antara nasabah dengan LKS 
menjadi putus atau tidak terjalin dengan baik.  Upaya yang dilakukan 
adalah pihak LKS akan mengingatkan secara  harian terlebih dahulu 
kepada nasabahnya yang menunggak dalam menyelesaikan 
kewajibannya dengan cara dihubungi melalui pesawat telepon.  
Apabila tidak dapat dihubungi melalui pesawat telepon atau bisa 
dihubungi   tetapi peringatan harian ini tidak ditindak lanjuti dengan 
itikad baik oleh nasabah maka pihak LKS akan mendatangi kediaman 
nasabah tersebut untuk mengingatkan atas kewajiban yang menunggak 
tersebut serta mencari jalan keluar agar pihak nasabah dapat 
mengembalikan kewajibannya yang telah jatuh tempo.  Apabila hal 
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tersebut tidak ditindak lanjuti oleh nasabah dengan itikad baik maka 
pihak LKS akan memberikan surat peringatan yang tujuannya untuk 
mengingatkan agar nasabah segera menyelesaikan tunggakannya yang 
telah jatuh tempo.  Dimana surat peringatan ini ditujukan kepada 
nasabah yang menunggak disertai dengan tembusan kepada Pengadilan 
Negeri dan Balai Lelang Swasta.  Penerbitan surat peringatan ini 
maksimal sebanyak tiga kali, namum jika nasabah tetap tidak 
menanggapi, maka tindakan yang diambil oleh  Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo mengajukan Somasi melalui Pengadilan 
Negeri. 
Penerbitan Somasi ini diperuntukkan bagi nasabah yang benar-
benar tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.  
Somasi merupakan surat peringatan atas perintah yang disampaikan 
oleh Hakim kepada nasabah untuk segera memenuhi kewajibannya 
yang belum ia tunaikan.  Somasi cukup efektif untuk memberikan 
gertakan kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah, sehingga 
mereka bersedia melanjutkan menyelesaikan masalahnya itu melalui 
restrukturisasi. 
Penyelesaian melalui peradilan umum sangat jarang dilakukan 
oleh  Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo terkait dengan 
pembiayaan bermasalah tersebut dikarenakan, para nasabah yang 
mengadakan pembiayaan murabahah mayoritas sudah sedikit banyak 
mengerti mengenai hukum-hukum Islam mengenai perjanjian 
pembiayaan murabahah, sehingga para nasabah yang akan 
mengajukan benar-benar mempunyai itikad baik untuk melaksanakan 
ketentuan tersebut dengan sepenuh hati, selain itu dikarenakan adanya 
pengorganisasian yang baik antara pihak intern Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengantisipasi kemungkinan 
munculnya kendala atau hambatan upaya penyelamatan pembiayaan 
murabahah tersebut. 
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c. Mengatasi nasabah yang masih bermasalah dengan pembayaran 
kewajibannya, meskipun sudah dilakukan restrukturisasi. 
Pada tahap restrukturisasi, kasus yang pernah terjadi di Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, meskipun sudah diberikan 
kebijakan restrukturisasi, namun nasabah masih tetap menunggak 
membayar kewajiban. Jalan keluar untuk penyelesaian ini yaitu pihak 
LKS akan menawarkan kepada pihak nasabahnya untuk menjual 
jaminannya sendiri dan apabila nasabah tersebut kesulitan untuk 
menjual sendiri jaminannya, LKS bisa memberikan bantuan dengan  
dengan meminta bantuan kepada Balai Lelang Swasta untuk menjual 
jaminan tersebut.  
Upaya Bank Danamon Syariah Cabang Solo dalam mengatasi 
hambatan setelah pelaksanaan akad mengacu pada kolektibilitas kewajiban 
masing-masing nasabah. Adapun Penggolongan kolektabilitas pembiayaan 
murabahah pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah 
sebagai berikut. 
a. Lancar 
b. Dalam Perhatian Khusus 
Pembiayaan murabahah digolongkan dalam perhatian khusus apabila 
terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui waktu jatuh 
tempo tetapi belum mencapai mencapai 90 hari 
c. Kurang Lancar 
Pembiayaan murabahah digolongkan kurang lancar apabila terdapat 
tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 90 (sembilan puluh) 
hari tetapi belum mencapai 120 (seratus dua puluh) hari. 
d. Diragukan 
Pembiayaan murabahah digolongkan kurang lancar apabila terdapat 
tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 120 (seratus dua 
puluh) hari tetapi belum mencapai 180 (seratus delapan puluh) hari. 
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e. Macet 
Pembiayaan murabahah digolongkan kurang lancar apabila terdapat 
tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 (seratus delapan 
puluh) hari. 
Jika melihat keadaan kolektibilitas nasabah, maka dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
a. Nasabah Kurang Lancar 
Setelah dilakukan penagihan dan diminta pertanggungjawaban 
nasabah pada saat pernyataan sudah jatuh tempo, dan ternyata nasabah 
masih tidak beritikad baik dalam membayar kewajibannya, sehingga 
keadaan kolektibilitasnya menjadi kurang lancar, maka selanjutnya 
pada nasabah bersangkutan diberikan Surat Peringatan Tunggakan I 
(SP 1).  Dalam waktu 14 hari kerja nasabah tidak melaksanakan 
kewajibannya, selanjutnya diterbitkan SP II dan begitu selanjutnya SP 
III, dengan interval waktu 14 hari kerja dengan tembusan disampaikan 
pada Pengadilan Negeri dan Balai Lelang Swasta. 
Jika setelah diterbitkanya SP I, SP II, dan SP III, nasabah tetap 
tidak memberikan respon positif, maka langkah Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo selanjutnya adalah melakukan Somasi 
atau penyelesaian melalui Balai Lelang Swasta dengan 
mempertimbangkan karakter nasabah.  Karakter nasabah yang telah 
mencapai tahap ini biasanya cendrung nasabah yang nakal dan tidak 
mempunyai itikad baik, sehingga sulit diajak bekerjasama biasanya 
langsung diajukan Somasi dan dimungkinkan diajukan ke meja 
pengadilan, tapi selama ini Bank Danamon Syariah Kantor Cabang 
Solo belum pernah untuk menyelesaiakan permasalahan seperti ini 
hingga ke meja pengadilan.   
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Nasabah kurang lancar yang memberikan respon positif 
terhadap diterbitkannya Surat Peringatan dari pihak LKS, biasanya 
mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restrukturisasi atas 
kewajibannya, baik atas inisiatif nasabah sendiri maupun atas saran 
dari pihak LKS.  Tidak semua pembiayaan murabahah yang 
bermasalah dapat diselamatkan dengan cara restrukturisasi.  Ada 
beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan 
restrukturisasi pembiayaan murabahah, antara lain: 
1) Nasabah yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan 
kewajiban tetapi masih memiliki kemauan yang baik serta 
didukung oleh agunan yang cukup handal. 
2) Nasabah yang selama ini masih lancar, tetapi diperkirakan akan 
mengalami kesulitan dimasa yang akan datang. 
Apabila pemberian restrukturisasi (reschedule) pembiayaan 
murabahah tidak berjalan dengan lancar, maka pembiayaan yang 
bersangkutan diupayakan untuk dilakukan Penyelesaian Pembiayaan. 
Tata cara permohonan restrukturisasi pembiayaan murabahah 
yaitu nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan 
murabahah secara tertulis kepada Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam 
mempertimbangkan pembiayaan yang akan direstrukturisasi 
mendasarkan pada analisa atas : 
1) Kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak 
LKS 
2) Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada LKS 
3) Kondisi agunan untuk mengetahui kemungkinan lain apabila 
proses restrukturisasi dianggap tidak layak untuk dilakukan. 
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Kebijakan atau keputusan yang dapat diberikan dalam 
restrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi 
kewajibannya yang ditempuh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang 
Solo adalah melalui kebijakan Penjadwalan Ulang (PUL).  
Penjadawalan Ulang (untuk selanjutnya disebut PUL) adalah 
penetapan kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran 
bulanan atas sisa kewajiban dan/atau penetapan pembayaran angsuran 
atas tunggakan angsuran yang ada dari pembiayaan macet dan/atau 
mempunyai potensi macet.  PUL hanya diberlakukan untuk fasilitas 
pembiayaan perorangan yang bermasalah dan/atau mempunyai potensi 
macet namun menurut LKS masih dapat dilanjutkan fasilitas 
pembiayaannya. 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menetapkan 
sasaran penetapan PUL, yaitu dengan menitikberatkan kepada nasabah 
yang menunggak diatas 6 (enam) bulan dan/atau yang berpotensi 
macet, yang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan 
tunggakannya. 
Dengan adanya kebijakan PUL, tidak merubah pokok 
pinjaman yang telah disepakati dalam akad, tetapi hanya merubah 
jangka waktu dan merubah nilai angsurannya saja, hal ini berarti 
angsurannya semakin kecil tetapi jangka waktu pemenuhannya yang 
bertambah.  Pelaksanaan PUL memperhatikan dan menekankan pada 
syarat yaitu agunan kurang handal dan cukup. 
Penjadwalan Ulang pada  Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo dilakukan melalui prosedur tertentu yang sistematik.  
Prosedur pelaksanaan PUL terdiri dari berberapa tahap dan dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
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1) Permohonan 
Nasabah mengajukan permohonan tertulis pada Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo mengenai maksud PUL terhadap 
fasilitas pembiayaan murabahahnya dengan alasan yang jelas. 
2) Wawancara 
a) Melakukan analisa permohonan nasabah guna menentukan pola 
PUL yang tepat. 
b) Menghitung saldo, jadwal dan angsuran baru. 
c) Menetapkan jumlah tunggakan dan rentang waktu yang 
disanggupi nasabah untuk melunasi serta nilai tiap 
angsurannya.  LKS selalu memperhatikan kemampuan 
nasabah, dalam menentukan jumlah angsuran. 
d) Penentuan pola PUL yang tepat agar tidak memberatkan 
nasabah. 
e) Memperoleh kesepakatan antara LKS dengan nasabah terhadap 
ketentuan Penjadwalan Ulang. 
3) Usulan Penjadwalan Ulang 
Petugas remedial mengusulkan pada remedial kantor pusat 
mengenai hasil analisa dengan memberikan rekomendasi pola PUL 
yang diusulkan. 
4) Pengambilan Keputusan 
Berdasarkan usulan pola PUL yang dimaksud, remedial kantor 
pusat memberikan keputusan mengenai pola PUL yang akan 
diberikan kepada nasabah. 
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5) Pelaksanaan atau Implementasi 
Setelah permohonan PUL menddapat persetujuan dari remedial 
kantor pusat, maka kemudian diterbitkan surat pemberitahuan pada 
nasabah. Bilamana nasabah telah menyetujui pola PUL yang 
diberikan selanjutnnya diadakan penandatanganan akad 
persetujuan bersama. 
6) Pemantauan 
Nasabah yang telah dilakukan PUL wajib diberlakukan 
pemantauan dan pembinaan secara ketat dan berlanjut agar 
performance pembiayaan tidak memburuk kembali. 
b. Nasabah Diragukan 
Nasabah dengan kolektibilitas diragukan, oleh Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo diterbitkan surat Somasi melalui 
Pengadilan Negeri.  Jika nasabah tidak menaggapi Somasi ini, maka 
penyelesaian diserahkan pada Pengadilan Negeri atau melalui proses 
acara sidang diperadilan umum. 
Kebanyakan kasus yang terjadi jarang diserahkan atau 
dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.  Mayoritas nasabah dengan status 
diragukan ini, memilih untuk merespon Somasi tersebut dan 
melanjutkan berkompromi dengan pihak LKS.  Nasabah lebih memilih 
menghindari berurusan dengan pihak pengadilan. 
c. Nasabah Macet 
Nasabah dengan kolektibilitas macet dilakukan penyelesaian 
melalui Balai Lelang Swasta atau Pengadilan Negeri.  Sebenarnya 
lebih diutamakan penyelesaian melalui Balai Lelang Swasta, 
mengingat yang menjadi pokok sengketa adalah piutang Bank 
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Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dimana, piutang tersebut juga 
merupakan dana dari nasabah lain yang ditanamkan pada Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo yang dipercaya untuk 
mengelolanya.  Dengan mempertimbangkan hal ini maka pihak Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo terpaksa tidak dapat 
melakukan tindakan penyelesaian secara kompromi dan apabila hal ini 
juga tidak segera diatasi akan membawa resiko yang fatal bagi LKS 
itu sendiri. 
B. Pembahasan 
1. Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
a. Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) 
Pembiayaan pembelian Rumah (PPR) adalah merupakan salah 
satu transakasi pembiayaan yang dilakukan dalam hal jual-beli barang 
dalam hal ini adalah rumah yang didasarkan pada harga asal ditambah 
dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.  Dimana bank 
bertindak sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pihak yang 
mengajukan permohonan terhadap Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
Pada dasarnya rumah merupakan kebutuhan primer yang 
masuk dalam kategori papan.  Hal ini akan terasa sangat penting bagi 
mereka yang baru berumah tangga dengan usia yang masih sangat 
muda dan masih relatif baru mencicipi dunia kerja dengan penghasilan 
yang masih sedikit.  Mereka mendambakan sebuah hunian yang 
notabene merupakan rumah pertamanya.  Solusinya adalah mencari 
rumah dengan biaya murah dengan talangan dana sedikit yang untuk 
kemudian bisa dilakukan secara angsuran.  
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Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) ini termasuk dalam 
kategori pembiayaan konsumtif, dimana pembiayaan tersebut 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  Pembiayaan terhadap hunian 
ini termasuk dalam pembiayaan konsumtif yang bersifat sekunder 
yaitu kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif 
lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer seperti makanan 
dan minuman, pakaian dan/atau perhiasan, bangunan rumah, 
kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, 
pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. 
Bank Danamon Syariah bukan merupakan satu-satunya bank 
yang menawarkan produk Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR), hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya bank syariah lainnya yang juga 
mengeluarkan produk yang serupa, hanya saja setiap bank syariah 
mempunyai istilah terendiri untuk menamai pembiayaan jenis ini. 
Operasional Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) yang 
ditawarkan Bank Danamon Syariah Cabang Solo menggunakan akad 
murabahah.  Hal ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang  
Murabahah yang menyebutkan bahwa murabahah adalah menjual 
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih. Selain itu pengaturan 
mengenai murabahah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 
Pasal 1 Definisi, ayat (7), Peraturan bank Indonesia Nomor 
/46/PBI/2005 yang menyebutkan bahwa murabahah adalah jual beli 
barang sebesar harga pokok barang ditambah keuntungan yang 
disepakati.  Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah yang 
diterapkan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) sedikit banyak telah sesuai 
 lxxv
dengan aturan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. 
b. Prosedur Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian 
Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
Prosedur pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang 
Solo, bank bertindak sebagai penyedia dana pembiayaan.  Besarnya 
dana pembiayaan yang diberikan Bank Danamon Syariah Cabang Solo 
adalah maksimal 80% dari harga rumah.  Artinya Bank Danamon 
Syariah hanya membiayai sebagian dari harga pembelian barang 
(rumah). Hal ini merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 
mengenai Pembiayaan Murabahah yang menyebutkan bahwa bank 
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya. 
Berdasarkan pendapat penulis obyek pembiayaan ini tidak 
hanya berupa rumah tetapi dapat juga berupa tanah beserta rumah, 
gedung rumah, rumah toko (Ruko), rumah Kantor (Rukan), tetapi tidak 
termasuk apartemen, hotel, bangunan sekolah dan rumah sakit.  Pada 
umumnya nasabah Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
menggunakan akad ini untuk pembelian kepemilikan rumah.  Salah 
satu keuntungan dalam pembiayaan ini adalah sifatnya yang lebih 
fleksibel karena rumah yang menjadi obyek akad tidak harus selalu 
berasal dari developer tapi dapat dari perorangan sesuai dengan 
keinginan nasabah, artinya nasabah mempunyai kebebasan untuk 
menentukan rumah yang akan dijadikan obyek akad baik itu melalui 
developer maupun perorangan dan pihak bank hanya berperan sebagai 
penyedia dana. 
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Prosedur yang ditawarkan kepada nasabah dalam Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) ini menggunakan akad murabahah dengan 
melalui tahapan-tahapan yang telah diuraikan pada sub bab hasil 
penelitian.  Dari beberapa tahapan tersebut dapat diuraikan dan dibahas 
penulis sebagai berikut. 
1) Nasabah mengajukan usulan permohonan pembiayaan kepada 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dengan mengisi atau 
melengkapi berkas-berkas dan dokumen-dokumen administrasi 
kelengkapan data sesuai dengan yang ditentukan oleh bank.  
Apabila surat permohonan memenuhi standart kelayakan maka 
bisa segera dilakukan registrasi. Pihak bank setelah itu juga 
melakukan BI checking untuk mengecek status pembiayaan 
nasabah di bank lain dan sales financing membuat usulan 
pembiayaan. BI checking ini dilakukan oleh bagian FCU.  BI 
checking dilakukan untuk menghindari adanya Black List nasabah 
di bank lain. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang diberikan 
kepada nasabah sebagai jaminan utama nantinya. BI checking 
dilakukan terlebih dahulu daripada analisa keuangan nasabah agar 
tidak mendua kali pekerjaan. Apabila analisa keuangan 
dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian nasabah baru diketahui 
pernah mendapat citra buruk di bank lain, maka analisa keuangan 
tersebut menjadi tidak berguna lagi. 
2) Usulan pembiayaan tersebut kemudian dilakukan analisa keuangan 
nasabah.  Dalam analisa keuangan ini bank meneliti atau 
menyesuaikan dengan kemampuan bayar dari nasabah.  Misalnya 
saja untuk nasabah berstatus karyawan ataupun bisa jadi swasta 
yang ingin mengambil obyek rumah, akan dilakukan penyesuaian 
dengan kemapuan bayarnya dengan harga rumah dan jangka waktu 
yang akan diambil nasabah.  Hal ini diperlukan agar nasabah tidak 
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mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dalam jangka 
waktu kedepan yang tealah disepakati. 
3)  Usulan pembiayaan yang diajukan nasabah diteliti dari segi 
keabsahan dokumen yang ada dan dilakukan analisa yuridis. 
Analisa ini dilakukan oleh bagian Legal.  Analisa ini dilakukan 
guna mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat 
ditimbulkan dari segi yuridis seperti sertifikat palsu, tidak sah, atau 
tidak benar. Hasil dari analisa dari tahap I dan II terhadap usulan 
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dapat diajukan kepada 
bagian komite pembiayaan untuk dijadikan bahan pertimbangan 
dalam membuat keputusan permohonan pembiayaan.  Pada 
dasarnya tahap II dan III dapat dilaksanakan secara bersamaan 
untuk menyingkat waktu. 
4) Pada tahap ke IV ini komite pembiayaan memberikan keputusan 
mengenai persetujuan atau penolakan atas usulan pembiayaan yang 
diajukan oleh calon nasabah pengguna dana bank. 
5) Usulan pembiayaan medapatkan persetujuan dari komite 
pembiayaan, maka selanjutnya diberikan offering letter kepada 
nasabah untuk dibuat suatu kesepakatan antara pihak bank dengan 
nasabah.  Offering letter ini masa berlakunya hanya tiga bulan. 
offering letter  memuat harga barang, keuntungan, biaya 
administrasi, biaya notaris, biaya asuransi jiwa dan 
kebakaran.setelah adanya offering letter kemudian dilakukan 
penjadwalan untuk pengikatan dengan akta notaris, selanjutnya 
usulan pembiayaan dapat dicairkan dan digunakan oleh nasabah. 
Dalam hal pengadaan barang dapat dilakukan oleh bank dengan 
membeli rumah yang diinginkan dan sudah dipilih oleh nasabah 
untuk kemudian nasabah membeli rumah tersebut kepada bank.   
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Tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh nasabah guna 
memperoleh Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) ini merupakan 
rangkaian kegiatan yang nantinya sangat berguna untuk mencegah 
adanya hambatan dikemudian hari.  Misalnya saja dari analisa 
keuangan dapat dilihat kelayakan nasabah untuk dapat memperoleh 
pembiayaan atau tidak.  
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah menyebutkan bahwa jaminan dalam murabahah 
dibolehkan agar nasabah serius dalam pesanannya, serta di dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa 
bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan 
selain barang yang dibiayai bank.  Dari dua aturan di atas dapat 
disimpulkan oleh penulis bahwa jaminan itu dapat terdiri dari: 
1) Jaminan utama yang berupa barang yang dibiayai; 
2) Jaminan tambahan. 
Implementasi dari aturan tesebut, jaminan yang digunakan 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo terdiri dari: 
1) Jaminan utama 
 Jaminan utama dari pihak Bank Syariah dalam memberikan 
pembiayaan pembelian rumah adalah kepercayaan dari LKS (Bank 
Danamon Syariah Cabang Solo) kepada nasabah bahwa nasabah 
dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya.  Jadi 
dalam hal ini jaminan utamanya adalah kepercayaan yang 
diperoleh dari hasil survey serta analisis yang dilakukan bagian 
pembiayaan dalam prinsip 5 C, yaitu: 
a) Character ( karakter dari calon debitur); 
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b) Capacity (kemampuan calon debitur); 
c) Capital (modal calon debitur); 
d) Collateral (agunan calon debitur); 
e) Condition of Economy (kondisi ekonomi calon debitur). 
Kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah 
bukan semata-mata kepercayaan yang tidak berdasar, tetapi 
kepercayaan itu diperoleh dari berbagai analisa-analisa yang 
dilakukan oleh pihak bank sebelum usulan pembiayaan disetujui 
oleh pihak bank.  Hal inilah yang membedakan dengan bank 
konvensional.  Pada bank konvensional jaminan utamanya 
bukanlah suatu kepercayaan. 
2) Jaminan Pokok 
 Jaminan pokok adalah sertifikat rumah yang dijadikan 
obyek dari akad murabahah.  
3) Jaminan Tambahan 
Dokumen yang dimaksud dalam hal ini adalah apabila nilai 
jaminan pokok tidak mencukupi dari kebutuhan pembiayaan, maka 
bank boleh meminta jaminan selain jaminan pokok di atas, 
sehingga nilai jaminan tersebut dapat men-cover dari kebutuhan 
pembiayaan yang diajukan nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat 
memberikan jaminan fixed asset yang biasanya berupa sertifikat. 
Pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) yang dilakukan oleh Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo jarang sekali meminta jaminan 
tambahan, karena sebelum disetujuinya usulan pembiayaan, pihak 
bank danamon syariah telah melakukan analisa keuangan.  Pada 
umumnya jaminan yang berupa obyek akad murabahah ini sudah 
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mencukupi, selain itu juga jaminan kepercayaan yang diberikan 
bank dilaksanakan atau dipenuhi dengan baik oleh nasabah. 
c. Ketentuan dalam akad murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
1) Pokok-Pokok Akad 
  Pokok-pokok akad berisi tentang kesepakatan antara kedua 
belah pihak yang telah mengikatkan diri satu terhadap yang 
lainnya. Disini terjadi pernyataan ijab dan kabul.  Nasabah 
mengajukan permohonan pembiayaan atas obyek rumah yang akan 
dijadikan obyek pembiayaan. Nasabah dapat memilih rumah yang 
akan dijadikan obyek akad pembiayaan.  Jika bank menerima 
permohonan tersebut, bank kemudian membeli terlebih dahulu 
rumah yang telah dipesan oleh nasabah secara sah dengan 
pedagang atau penjual rumah tersebut.  Bank kemudian 
menawarkan kembali kepada nasabah, disini terjadilah pernyataan 
ijab dari bank.  Nasabah dalam hal ini harus menerima sesuai 
dengan yang disepakati di awal, terjadilah pernyataan kabul dari 
nasabah. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka kedua belah 
pihak membuat kontrak jual beli (murabahah). 
Proses akad murabahah dapat dibedakan dalam dua 
kondisi, yaitu: 
a) Barang langsung dibeli oleh bank dari supplier (langsung akad 
murabahah) 
b) Barang tidak langsung dibeli oleh bank (akad wakalah diikuti 
akad murabahah).      
Bank Danamon Syariah sering menggunakan kondisi akad 
yang pertama, karena langsung menggunakan akad murabahah, 
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sedangkan kondisi akad yang kedua harus membuat akad wakalah.  
akad wakalah ini harus dibuat terpisah dari akad murabahah. 
2) Obyek Akad 
Obyek akad berdasarkan  Pasal 1 ayat (2) Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah menyebutkan bahwa barang 
yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, serta 
dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia nomor 
7/46/PBI/2005 menyebutkan bahwa transaksi syariah tidak boleh 
mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim, risywah, barang 
haram dan maksiat. 
Gharar artinya mengandung spekulasi dan penipuan, 
maysir artinya judi, risywah artinya suap-menyuap.  Oleh karena 
itu perlu diadakan analisis mengenai keabsahan dan anlaisis yuridis 
mengenai dokumen-dokumen yang bekaitan dengan obyek akad, 
supaya unsur-unsur tersebut di atas dapat dihindari. 
Obyek pembiayaan ini tidak hanya berupa rumah tetapi 
dapat juga berupa tanah beserta rumah, gedung rumah, rumah toko 
(Ruko), rumah Kantor (Rukan), tetapi tidak termasuk apartemen, 
hotel, bangunan sekolah dan rumah sakit.  Pada umumnya nasabah 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menggunakan akad 
ini untuk pembelian tanah dan bangunan rumah. 
3) Syarat Realisasi 
Syarat realisasi obyek akad ini pada dasarnya merupakan 
pemenuhan beberapa dokumen yang harus diserahkan oleh nasabah 
kepada bank, seperti surat atau formulir permohonan pesanan, surat 
pernyataan persetujuan istri/suami, surat kuasa, surat pendebetan 
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rekening, surat pengakuan hutang sebagai surat sanggup untuk 
membayar lunas harga jual kepada bank, menandatangani 
perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang 
dipersyaratkan, membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan 
pembuatan perjanjian. 
4) Jangka Waktu, Harga Jual, Cara Pembayaran dan Tempat 
pembayaran 
Jangka waktu angsuran dalam akad murabahah ditentukan 
berdasarkan pada kesepakatan para pihak di awal akad. Harga jual 
dalam akad murabahah pada dasarnya adalah harga pokok 
ditambah keuntungan yang diambil bank sesuai dengan 
kesepakatan, belum termasuk biaya-biaya lain.  Biaya-biaya lain 
seperti biaya asuransi, biaya notaris itu dibayar di awal akad, bukan 
diangsur tiap bulannya. Dalam hal mengenai pelunasan dini di 
Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo tidak memberikan 
potongan dari kewajiban pembayaran nasabah, meskipun di dalam 
Pasal 1 ayat (1) dan (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia Nomor 23/ 2002 membolehkan meberikan 
potongan kepada nasabah, apabila nasabah dalam transaksi 
murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau 
lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Namun, nasabah Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo yang melakukan pelunasan 
dini, ia membayar sebesar seluruh sisa harga jual yang belum 
dilunasi seluruhnya lebih awal. 
Diskon dalam murabahah sebagaimana diatur dalam Fatwa 
DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa jika 
dalam jual beli murabahah Lembaga Keuangan Syariah mendapat 
diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah 
didiskon; karena diskon adalah hak nasabah. Apabila diskon dari 
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supplier diberikan setelah akad,maka pembagian diskon antara 
Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah didasarkan pada 
ketentuan-ketentuan yang sudah tercantum pada akad.  Terkait 
dengan aturan di atas, Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
tidak memberikan diskon, karena biasanya nasabah sudah 
menegosiasikan terlebih dahulu dengan penjual rumah. Dalam hal 
diskon ini akan dibicarakan antara nasabah dengan penjual.  
Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan 
bahwa dalam jual beli murabahah bank dibolehkan meminta 
nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak 
membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang 
muka tersebut.  Jika nilai uang muka kurang dari kurang dari 
kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta 
kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka 
memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:  
a) Nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga; 
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut; dan  
c) Jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya. 
Uang muka dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di 
Bank Danamon Syariah Solo memang digunakan/dimintakan 
kepada nasabah, karena telah diuraikan sebelumnya bahwa bank 
hanya memberikan pembiayaan maksimal sebesar 80% dari harga 
jual rumah, sisanya adalah diambil dari uang muka dari nasabah.  
Namun, jarang sekali nasabah yang batal membeli sehingga uang 
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muka akhirnya menjadi milik bank sebesar kerugian yang 
ditanggung bank.  Pada dasarnya nasabah sebelum mencari dana 
pembiayaan akan memikirkan terlebih dahulu, sehingga kerugian 
bias diminimalisir.  Apalagi kebanyakan nasabah pada Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Solo ini 
memilih sendiri obyek yang akan dimintakan pembiayaan. 
Salah satu keunggulan pembiayaan dengan prinsip 
murabahah adalah besar angsuran dari bulan pertama hingga bulan 
terakhir masa angsuran jumlahnya tetap dan tidak berubah atau 
dengan kata lain dilakukan secara, artinya nasabah tidak terbebani 
fluktuasi suku bunga yang terus mengalami perubahan. Itulah 
keunggulan produk tersebut. 
5) Pengakuan Hutang dan Penyerahan Angsuran 
Pada dasarnya surat pengakuan hutang dan penyerahan 
angsuran ini dibuat untuk mengikat nasabah agar membayar hutang 
sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh 
nasabah. 
6) Biaya lain-lain 
Dalam hal ini nasabah berjanji untuk membayar seluruh 
biaya jasa penasehat hukum, jasa penagih dan jasa-jasa lain 
sepanjang hal itu sah menurut hukum.  Bila dikaji lebih lanjut oleh 
penulis, pengenaan biaya lain-lain ini menyerupai ta’widh (ganti 
rugi). Adapun ketentuan umum mengenai ganti rugi adalah sebagai 
berikut. 
a) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak dengan 
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 
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menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian 
pada pihak lain; 
b) Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud 
adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas; 
c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 
biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak 
yang seharusnya dibayarkan; 
d) Besar ta’widh adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real 
loss)yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan 
bukan kerugian yang diperkirakan karena adanya peluang yang 
hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i ‘ah); 
e) Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi 
(akad) yang menimbulkan utang-piutang (dain), seperti salam, 
istishna’, serta murabahah dan ijarah; 
f) Dalam akad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya 
boleh dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak 
dalam akad musyarakah apabila bagian keuntungan sudah jelas 
tetapi tetap dibayarkan. 
7) Denda 
Pasal 1 ayat (3),(4),(5),dan (6) Fatwa Dewan Syariah 
Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/XI/2000 tentang Sanksi 
Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran 
menyebutkan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik 
untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.  Sanksi 
didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih 
disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa 
denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.  Dana yang 
berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
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Bank Danamon Syariah dalam memberikan sanksi denda 
pada dasarnya sudah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No. 17/DSN-MUI/XI/2000 tersebut sebagaimana telah 
penulis uraikan di atas. Besar denda yang dibebankan kepada 
nasabah di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah 
berdasarkan pada kesepakatan. Denda tersebut dibebankan kepada 
nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran 
angsuran melebihi tanggal yang telah ditentukan tiap bulannya, 
biasanya adalah pada tanggal 10.  besarnya denda itu dihitung 
untuk tiap hari keterlambatan pembayaran.  Dana dari denda 
tersebut oleh pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
diperuntukkan untuk dana sosial atau untuk kemaslahatan umat, 
dalam hal ini adalah masuk pada qardhul hasan. 
d. Bentuk Perjanjian 
Berdasarkan hasil penelitian penulis akad Pembiayaan 
Pembelian Rumah (PPR) ini dapat digolongkan ke dalam akad tijarah, 
yaitu akad yang bersifat profit transaction oriented dengan tujuan 
transaksi untuk mencari keuntungan yang bersifat komersil, dan para 
pihak mendapatkan bagi hasil dari natural certainty return dan natural 
uncertainty return.  Dimana murabahah merupakan salah satu contoh 
akad yang dapat digunakan dalam akad yang sifatnya tijarah ini. 
Menurut sifat penggunaannya, Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) ini  untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan ini termasuk 
dalam pembiayaan konsumtif yang bersifat sekunder yaitu kebutuhan 
tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau 
lebih mewah dari kebutuhan primer seperti makanan dan minuman, 
pakaian dan/atau perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan 
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sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan 
kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. 
2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Akad Murabahah dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah 
Kantor Cabang Solo 
Perikatan yang dibuat oleh para pihak adakalanya mengalami 
hambatan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan debitur mungkin 
tidak melaksanakan prestasi yang telah menjadi kesepakatan bersama 
bagi kedua belah pihak.  Hal inilah yang disebut sebagai wanprestasi 
atau cidera janji. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimasuk 
wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti 
yang telah ditetapkan dalam perikatan.   
Wanprestasi dapat terjadi karena alpa, lalai, atau cidera janji.  
Wanprestasi berwujud empat macam, yaitu: 
5) Pihak debitur/nasabah sama sekali tidak melakukan prestasi; 
6) Pihak debitur/nasabah terlambat dalam melakukan prestasi; 
7) Pihak debitur/nasabah salah atau keliru dalam melakukan prestasi; 
8) Pihak debitur/nasabah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian 
tidak boleh. 
Ketentuan mengenai peristiwa cidera janji ini dimuat dalam 
akad murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR), namun di 
dalam pelaksanaannya wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan 
nasabah dalam akad murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) 
di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo relatif kecil.  Cidera 
janji yang biasa dilakukan oleh nasabah yaitu nasabah tidak 
melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan kewajiban tepat pada 
waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau 
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jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar 
yang telah diserahkan nasabah kepada bank.  
Kredit bermasalah dapat dimasukkan dalam kelompok cidera 
janji, dimana pihak nasabah dalam hal ini tidak dapat melaksanakan 
atau memenuhi prestasinya. Pada dasarnya ada berbagai faktor 
penyebab munculnya kredit bermasalah yang berujung pada terjadinya 
cidera janji. Faktor tersebut antara lain:  
1) Hilangnya atau berkurangnya penghasilan nasabah, baik karena 
usahanya terganggu maupun karena keluar/dikeluarkan dari 
pekerjaannya. Pada umumnya faktor ini sangat dominan karena 
secara psikologis seorang debitur tidak akan "bermain api" dengan 
pembiayaannya, apalagi bila rumah tersebut adalah rumah pertama 
atau satu-satunya. Tentu akan sangat berpengaruh langsung pada 
kemampuan mengangsur apabila sebagian besar atau bahkan 
seluruh angsuran tergantung pada penghasilan dalam bentuk gaji 
(khusus untuk karyawan). Terkadang penghasilan yang diterima 
hanya untuk mencukupi kelangsungan hidup keluarganya saja 
sehingga praktis untuk membayar angsuran pembiayaan 
perumahan setiap bulannya tidak ada. 
2) Kondisi rumah yang dibeli atau fasilitas pendukungnya (misalnya 
fasilitas umum: kondisi jalan, listrik, dll) belum memenuhi syarat 
atau tidak sesuai dengan brosur/informasi atau kesepakatan awal 
dengan pihak developer. 
3) Lemahnya antisipasi nasabah dan pihak bank terhadap sinyal awal 
(early warning signal) tentang adanya tendensi suatu pembaiayaan 
perumahan akan bermasalah, misalnya yang berkaitan dengan 
faktor pertama di atas. Debitur terus memaksakan diri meneruskan 
pembiayaannya dengan harapan usahanya akan membaik, yang 
ternyata terjadi sebaliknya.  
 lxxxix
4) Lemah atau tidak tepatnya analisis kemampuan membayar calon 
nasabah [cash flow analysis) yang dibuat seorang analis kredit 
(account officer). Sebenarnya fasilitas pembiayaan tersebut belum 
layak diberikan kepada calon nasabah misalnya karena prosentase 
kewajiban membayar angsuran dengan total penghasilan setiap 
bulannya terlalu besar. Tetapi karena faktor target, faktor 
kekerabatan atau karena memang seorang account officer kurang 
jeli, maka suatu kredit akhirnya diberikan kepada orang yang 
sebetulnya belum layak mendapatkannya untuk suatu 
ukuran/plafond kredit. 
5) Status hukum dan lingkungan hunian yang tidak mantap. Misalnya 
ternyata ijin lokasi/persil perumahan belum memenuhi persyaratan 
bank teknis/aspek legalitas, sedang dalam sengketa atau sita 
jaminan dan sebagainya. Contoh: tanah yang sudah dikuasai oleh 
developer belum ditingkatkan statusnya menjadi HGB induk atas 
nama perusahaan atau sertipikat belum dipecah (splitzing) ata nama 
debitur.  
3. Upaya Penyelesaian Terhadap Hambatan-Hambatan dalam Akad 
Murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo 
Pada dasarnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau 
konflik antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum ada tiga, 
yaitu: 
a. Melalui perdamaian (shulh/islah); 
b. Melalui arbitrase (tahkim); dan 
c. Melalui pengadilan kekuasaan hakim (wilayat al-qadla). 
Upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: 
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a. Pendekatan Primer (soft approach), yaitu pendekatan di luar jalur 
hukum;dan 
b. Pendekatan sekunder (hard approach), yaitu pendekatan melalui jalur 
hukum. 
Wanprestasi atau cidera janji dalam hal keterlambatan pembayaran 
dan/atau hingga pada kualifikasi pembiayaan bermasalah atau sering 
disebut dengan kredit bermasalah (bank konvensional) dapat diselesaikan 
dengan beragam cara mulai dari bentuk pembinaan sampai dengan 
penyelamatan, di antaranya restrukturisasi, rescedulling (penjadwalan 
ulang), plafondering, menjual sendiri agunan, menyerahkannya ke bank 
dengan penutupan hutang (novasi) hingga melalui jalur eksekusi. 
Upaya yang dilakukan oleh Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo dalam mengatasi wanprestasi bukanlah upaya yang dilakukan 
saat wanprestasi sudah terjadi, tetapi upaya dalam masalah ini sudah 
dimulai sejak sebelum dikabulkannya permohonan pembiayaan nasabah.  
Pada tahap ini Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo melakukan 
analisa terhadap calon nasabah melalui pengisian permohonan 
pembiayaan. Analisa tersebut menjadi dasar pertimbangan Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo untuk mencairkan dana pembiayaan 
murabahah kepada calon nasabahnya.  Pada tahap pasca pencairan dana 
pembiayaan, barulah dapat terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. 
Wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan nasabah dalam akad 
murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo relatif kecil, yaitu mengenai masalah 
keterlambatan pembayaran. 
Upaya yang dilakukan oleh Bank Danamon Syariah untuk 
mengatasi masalah keterlambatan pembayaran dimulai dengan tahap 
perdamaian (shulh/islah). Perdamaian (shulh/islah) adalah suatu jenis akad 
untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Masing-
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masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam 
diistilahkan dengan mushalih, sedangkan obyek akad yang diperselisihkan 
oleh para pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri perselisihan 
dinamakan mushalih ‘alaihi. 
Shulh sebagai bentuk perbuatan hukum yang diambil oleh Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo ini baru dinilai ada dan mempunyai 
konsekuensi hukum bila pada perbuatan tersebut sudah terpenuhi rukun-
rukunya.  Menurut ulama Hanafiah, rukun shulh itu hanyalah ijab dan 
qabul antara dua pihak yang melakukan akad.  Sedangkan jumhur ulama 
berpendapat bahwa rukun shulh itu ada empat, yaitu: 
a. Dua orang atau pihak yang melakukan akad; 
b. Ijab dan qabul; 
c. Ada persoalan yang diperselisihkan; dan 
d. Bentuk perdamaian yang disepakati. 
Selain rukun shulh ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para 
pihak yang melakukan akad, yaitu: 
a. Berakal sehat; 
b. Pelaksanaan shulh dalam lapangan yang berkaitan dengan 
kehartabendaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian; 
c. Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukan orang yang murtad, 
maksudnya salah satu pihak haruslah orang muslim, sedangkan pihak 
yang lainnya bisa seorang muslim atau seorang non-muslim.  Syarat 
yang terakhir ini dalam pelaksanaannya sering terjadi karena 
perdamaian atas akad Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) ini tidak 
disyaratkan untuk transaksi orang muslim saja, tapi memungkinkan 
terjadi transaksi antara orang muslim dan non-muslim. 
Syarat-syarat shulh ini juga menjadi syarat yang harus dipenuhi 
saat melakukan akad Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank 
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Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, sehingga secara otomatis juga 
terpenuhi ketika langkah upaya perdamaian siambil sebagai penyelesaian 
cidera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah. 
Berdasarkan beberapa uraian di atas pada sub bab ini, baik nasabah 
maupun bank tentunya harus mengutamakan pendekatan primer terlebih 
dahulu. Apabila diidentifikasi, ada beberapa jalan keluar (way out) yang 
sangat penting diperhatikan. 
a. Melalui pendekatan teknis perkreditan sesuai Surat Edaran BI 
No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang "Penggolongan 
Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas 
Aktiva yang Diklasifikasikan" seperti reschedulling (penjadwalan 
ulang kembali), restructuring (penataan kembali), reconditioning 
(persyaratan kembali). Hal ini dapat dilakukan apabila nasabah 
menganggap angsurannya ternyata terlalu berat atau sedang 
mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran secara 
signifikan. Kalau sebelumnya jangka waktu kreditnya 5 tahun, dapat 
dijadwal ulang menjadi 10 atau 15 tahun sehingga angsuran kreditnya 
setiap bulan menjadi kecil. Tentu ada pertimbangan untuk menerapkan 
pola ini, misalnya track record perkreditan debitur baik dan masih 
dapat dipercaya. 
b. Dengan mengambil alih jaminan tersebut secara baik-baik. nasabah 
jangan langsung berprasangka apabila banknya menawarkan 
pengambil-alihan karena hal ini sebetulnya lebih menguntungkan 
nasabah. Bank umumnya tidak mengharapkan keuntungan dari selisih 
pengambil-alihan dengan penjualan sekalipun bank akan berusaha 
menjualnya lebih tinggi dari jumlah hutang yang ditutupi. Perlu 
diingat, bahwa rumah hasil pengambil-alihan seringkali menjadi 
"kelas dua" karena asalnya dari pembiayaan bermasalah. 
c. Untuk memperkecil kemungkinan pengambil-alihan dan nasabah 
secara finansial akan rugi karena sudah cukup lama mengangsur, maka 
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jalan terbaik adalah menjual sendiri sesegara mungkin (take over 
credit). Tentu saja jangan memaksanakan diri untuk menjual sesuai 
harga pasar (market value) tetapi sebaiknya menjual dibawahnya. 
Yang penting terselamatkan dari lilitan hutan dan masih ada sisa yang 
dapat dipergunakan untuk membeli rumah yang lebih sederhana atau 
mengontrak rumah yang layak, sebagai modal usaha, dan sebagainya. 
d. Sebelum membeli rumah melalui fasilitas PPR sebaiknya 
perhitungkan terlebih dahulu secara cermat kemampuan membayar 
angsuran PPR setiap bulannya. Misalnya, jangan cepat berangan-
angan memiliki rumah sederhana (RS) type 45 kalau kemampuannya 
sebetulnya masih RS type 36 atau RSS. Tidak ada salahnya membeli 
rumah type kecil terlebih dahulu (khususnya untuk 
karyawan/wiraswasta yang masih belum begitu mapan). Jika suatu 
saat pekerjaan/usahanya sudah mantap, rumah tersebut dapat dijual 
dan membeli rumah yang lebih besar atau kredit rumah pertama 
diteruskan sambil disewakan/dikontrakkan kepada orang lain 
(tentunya harus sepengetahuan dari pihak bank pemberi kredit karena 
masih menjadi agunan bank yang bersangkutan). 
e. Sebelum menandatangani Perjanjian dengan bank, pahamilah terlebih 
dahulu pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian yang dimaksud dan 
pastikan rumah yang akan dibeli sudah sesuai kesepakatan awal 
dengan pihak developer/penjual. Setelah menjadi nasabah sebaiknya 
menjalin komunikasi yang baik dengan pihak bank (account officer). 
f. Calon nasabah tentu harus mengetahui terlebih dahulu bonafiditas dan 
kredibilitas pengembangannya. Tidak ada salahnya sedikit lebih rewel 
dengan mencari tahu informasi ke sana sini untuk memastikan 
keamanan dan kenyamanan tinggal di suatu tempat, baik dari aspek 
hukum (legalitas) maupun lingkungannya. 
Keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat 
dilihat dalam kolektibilitas nasabah (Surat Edaran BI No.23/12/BPPP 
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tanggal 28 Februari 1991 tentang "Penggolongan Kolektibilitas Aktiva 
Produktif dan Pembentukan Cadangan atas Aktiva yang 
Diklasifikasikan"), yaitu sebagai berikut. 
a. Kolektibilitas Lancar 
Pembiayaan murabahah digolongkan dalam kolektibilitas ini, 
apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok atau dalam keadaan 
baik-baik saja atau lancar.  Pembayaran angsuran dipenuhi nasabah 
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama atau tidak 
melebihi batas waktu angsuran. 
b. Dalam Perhatian Khusus 
Pembiayaan murabahah digolongkan dalam perhatian khusus 
apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui waktu 
jatuh tempo tetapi belum mencapai mencapai 90 hari. 
Upaya Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo pada 
keadaan dalam perhatian khusus  adalah: 
1) Mengingatkan secara  harian terlebih dahulu kepada nasabahnya 
yang menunggak dalam menyelesaikan kewajibannya dengan cara 
dihubungi melalui pesawat telepon. 
2) Apabila tidak dapat dihubungi melalui pesawat telepon atau bisa 
dihubungi   tetapi peringatan harian ini tidak ditindak lanjuti 
dengan itikad baik oleh nasabah maka pihak LKS akan mendatangi 
kediaman nasabah tersebut untuk mengingatkan atas kewajiban 
yang menunggak tersebut serta mencari jalan keluar agar pihak 
nasabah dapat mengembalikan kewajibannya yang telah jatuh 
tempo. 
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c. Kurang Lancar 
Pembiayaan murabahah digolongkan kurang lancar apabila 
terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 90 (sembilan 
puluh) hari tetapi belum mencapai 120 (seratus dua puluh) hari.  
Upaya yang ditempuh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
pada kolektibilitas ini adalah memberikan surat peringatan yang 
tujuannya untuk mengingatkan agar nasabah segera menyelesaikan 
tunggakannya yang telah jatuh tempo. Dimana surat peringatan ini 
ditujukan kepada nasabah yang menunggak disertai dengan tembusan 
kepada Pengadilan Negeri dan Balai Lelang Swasta.  Penerbitan surat 
peringatan ini maksimal sebanyak tiga kali, namum jika nasabah tetap 
tidak menanggapi, maka tindakan yang diambil oleh  Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo mengajukan Somasi melalui Pengadilan 
Negeri. Nasabah kurang lancar yang memberikan respon positif 
terhadap diterbitkannya Surat Peringatan dari pihak LKS, biasanya 
mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restrukturisasi atas 
kewajibannya. Kebijakan atau keputusan yang dapat diberikan dalam 
restrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi 
kewajibannya yang ditempuh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang 
Solo adalah melalui kebijakan Penjadwalan Ulang (PUL).  
Penjadawalan Ulang (untuk selanjutnya disebut PUL) adalah 
penetapan kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran 
bulanan atas sisa kewajiban dan/atau penetapan pembayaran angsuran 
atas tunggakan angsuran yang ada dari pembiayaan macet dan/atau 
mempunyai potensi macet. PUL hanya diberlakukan untuk fasilitas 
pembiayaan perorangan yang bermasalah dan/atau mempunyai potensi 
macet namun menurut LKS masih dapat dilanjutkan fasilitas 
pembiayaannya.  
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d. Nasabah Diragukan 
Pembiayaan murabahah digolongkan kurang lancar apabila 
terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 120 (seratus 
dua puluh) hari tetapi belum mencapai 180 (seratus delapan puluh) 
hari. 
Nasabah dengan kolektibilitas diragukan, oleh Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo diterbitkan surat Somasi melalui 
Pengadilan Negeri.  Jika nasabah tidak menaggapi Somasi ini, maka 
penyelesaian diserahkan pada Pengadilan Negeri atau melalui proses 
acara sidang diperadilan umum. 
Kebanyakan kasus yang terjadi jarang diserahkan atau 
dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.  Mayoritas nasabah dengan status 
diragukan ini, memilih untuk merespon Somasi tersebut dan 
melanjutkan berkompromi dengan pihak LKS.  Nasabah lebih memilih 
menghindari berurusan dengan pihak pengadilan. 
e. Nasabah Macet 
Pembiayaan murabahah digolongkan kurang lancar apabila 
terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 
(seratus delapan puluh) hari. 
Nasabah dengan kolektibilitas macet dilakukan penyelesaian 
melalui Balai Lelang Swasta atau Pengadilan Negeri.  Sebenarnya 
lebih diutamakan penyelesaian melalui Balai Lelang Swasta, 
mengingat yang menjadi pokok sengketa adalah piutang Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dimana, piutang tersebut juga 
merupakan dana dari nasabah lain yang ditanamkan pada Bank 
Danamon Syariah Kantor Cabang Solo yang dipercaya untuk 
mengelolanya.  Dengan mempertimbangkan hal ini maka pihak Bank 
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Danamon Syariah Kantor Cabang Solo terpaksa tidak dapat 
melakukan tindakan penyelesaian secara kompromi dan apabila hal ini 
juga tidak segera diatasi akan membawa resiko yang fatal bagi LKS 
itu sendiri, lagipula penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan 
waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. 
Solusi yang diuraikan di atas diambil dari sudut nasabah atau 
konsumen pembiayaan rumah. Memang nasabah harus diupayakan dan 
dikondisikan untuk memperhatikan pembiayaannya dengan "serius" 
karena hal ini sangat penting untuk mengurangi resiko sedini mungkin 
serta menghindari lilitan kreditnya bila sampai diulur-ulur. 
Namun demikian, para pengembang, pihak bank pemberi dana 
pembiayaan atau pihak yang terkait tentu juga memiliki tugas dan 
tanggungjawab sesuai peranannya masing-masing untuk mencegah serta 
menyelesaikan permasalahan kredit macet (apabila ada). Hal ini sangat 
penting agar impian banyak orang untuk memiliki rumah tidak sampai 
terhenti di tengah jalan. 
Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan akad ini tunduk pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan 
ketentuan yang berlaku bagi bank termasuk tapi tidak terbatas pada 
Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga hukum yang digunakan telah jelas 
baik dalam hal pelaksanaan perjanjian dari awal dimulainya perjanjian 
sampai akhir perjanjian, bahkan jika terjadi perselisihan antara para pihak. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
1. Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
Pelaksanaan akad murabahah dalam Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah bahwa 
peran bank sebagai penyedia dana pembiayaan yang besarnya maksimal 
80% dari harga jual rumah dan dalam penentuan obyek akad nasabah 
diberikan kebebasan dalam memilih sesuai dengan kebutuhannya. 
Nasabah pada prinsipnya berkewajiban membayar sisa harga jual yang 
belum dilunasi. Pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan 
jangka waktu kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati. 
Angsuran pembiayaan pembelian rumah dilakukan selama periode akad 
dengan jumlah tetap setiap bulannya atau dengan kata lain dilakukan 
secara proporsional.  Secara umum Pelaksanaan akad murabahah dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo sama sekali tidak bertentangan atau melanggar ketentuan 
yang ada, baik ketentuan umum perbankan maupun ketentuan yang 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad 
murabahah yang diterapkan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo 
dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) sedikit banyak telah sesuai 
dengan aturan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad 
 xcix
Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan 
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 
2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Akad Murabahah dalam 
Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah 
Kantor Cabang Solo 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan akad murabahah 
dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon Syariah 
Kantor Cabang Solo berdasarkan pada dokumen akad Murabahah antara 
lain adalah: 
a. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan 
kewajiban tepat pada waktu yang diperjanjikan; 
b. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan nasabah kepada bank 
palsu, tidak sah, atau tidak benar; 
c. Apabila berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada saat akad 
ini ditandatangani atau diberlakukan dikemudian hari nasabah tidak 
dapat atau tidak berhak menjadi nasabah; 
d. Nasabah atau pihak ketiga telah memohon kepailitan kepada pihak 
bank; 
e. Apabila karena suatu sebab seluruh atau sebagian akta jaminan 
dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau 
badan arbitrase; 
f. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili 
nasabah dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau 
dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak pidana 
yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau 
kurungan selama satu tahun atau lebih. 
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Hambatan yang sering muncul adalah adanya cidera janji.  Cidera 
janji yang dilakukan oleh nasabah pada Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo terbilang kecil, cidera janji itu berupa keterlambatan 
pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dalam 
hal keterlambatan pembayaran nasabah dapat dibedakan menjadi dua, 
yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena 
kondisi di luar kehendak nasabah (force majure) dan nasabah yang mampu 
namun menunda-nunda pembayaran. 
3. Upaya Penyelesaian Terhadap Hambatan-Hambatan dalam Akad 
Murabahah Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) di Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo 
Upaya hukum pertama yang dilakukan oleh Bank Danamon 
Syariah Kantor Cabang Solo dalam menyelesaikan perselisihan antara 
bank dan nasabah terkait perjanjian khususnya dalam hal keterlambatan 
pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (shulh/islah). 
Tahapan yan dilakukan oleh Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo adalah Pertama, pihak bank mengingatkan secara  harian 
terlebih dahulu kepada nasabahnya yang menunggak dalam 
menyelesaikan kewajibannya dengan cara dihubungi melalui pesawat 
telepon. Kedua, pihak bank mendatangi kediaman nasabah tersebut untuk 
mengingatkan atas kewajiban yang menunggak tersebut serta mencari 
jalan keluar agar pihak nasabah dapat mengembalikan kewajibannya yang 
telah jatuh tempo. Ketiga, memberikan surat peringatan yang tujuannya 
untuk mengingatkan agar nasabah segera menyelesaikan tunggakannya 
yang telah jatuh tempo. Penerbitan surat peringatan ini maksimal 
sebanyak tiga kali.  Keempat, langkah Bank Danamon Syariah Kantor 
Cabang Solo selanjutnya adalah melakukan Somasi atau penyelesaian 
melalui Balai Lelang Swasta dengan mempertimbangkan karakter 
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nasabah. Apabila nasabah tidak menaggapi Somasi ini, maka 
penyelesaian diserahkan kepada Pengadilan Negeri. 
B. Saran  
1. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait Pembiayaan Pembelian Rumah 
(PPR) dengan prinsip jual beli syariah termasuk di dalamnya pembiayaan 
Murabahah jika dibandingkan dengan Kredit Pemilikan Rumah 
Konvensional, maka sangat dibutuhkan program sosialisasi yang intens 
bagi masyarakat Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya yang 
memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar.  Hal ini dapat 
dilakukan salah satunya dengan kerjasama antara para pihak terkait, 
misalnya bank dengan instansi pemerintah atau perusahaan maupun 
developer pemukiman dan perumahan yang ada. 
2. Besarnya kebutuhan masyarakat atas hunian tidak sebanding dengan 
tingkat penghasilan masyarakat yang masih rendah, diharapkan Bank 
Danamon Syariah dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk 
memberikan fasilitas Pembiayaan Pembelian Rumah (PPR) dengan prinsip 
syariah yang bersubsidi. 
3. Dalam segala aktivitasnya baik bank maupun nasabah diharapkan tetap 
menjaga prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya, karena 
disadari atau tidak hal itu menjadi wahana membiasakan penerapan 
prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah bagi umat Islam dalam 
kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari segala aktivitas kehidupan 
sehari-hari. 
4. Munculnya produk perumahan syariah telah memberikan alternatif 
pembiayaan perumahan, baik kepada konsumen maupun pengembang. 
Oleh karena itu, sebaiknya bank syariah lebih intens dalam membenahi 
manajemen dan sumber daya manusianya. Sehingga perumahan syariah 
bisa mendapat tempat di hati para calon nasabah/konsumen properti 
Indonesia. 
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5. Besarnya keuntungan yang diambil oleh bank harus benar-benar diambil 
berdasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga asas 
persamaan dan kesetaraan dapat terwujud dalam bentuk nyata. 
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